
																		                    			    		
	

JADWAL PERKIRAAN
No.	                                        Kegiatan	 Pelaksanaan
1.	 Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham BTPN 	 4 September 2018
	 yang berhak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara 
	 pada RUPSLB BTPN	
2.	 Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar 	 1 Oktober 2018
	 Modal) atas rencana Penggabungan.	
3.	 Tanggal RUPSLB BTPN dan SMBCI.	 5 Oktober 2018
4.	 Tanggal Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dari 	 8 Oktober 2018 – 19
	 pemegang saham BTPN.	 Oktober 2018
		  (apabila periode ini 	
		  diperpanjang, BTPN 	
		  akan membuat sebuah 	
		  pengumuman atas 	
		  perubahan tersebut)
5.	 Tanggal Pembayaran atas pembelian saham milik pemegang 	 27 Desember 2018
	 saham publik BTPN yang menjual sahamnya	
6.	 Tanggal Perdagangan terakhir saham BTPN sebelum 	 28 Desember 2018
	 Penggabungan pada BEI	
7.	 Tanggal Efektif Penggabungan	 1 Januari 2019 atau 	
		  tanggal lain yang disetujui 
		  oleh BTPN dan SMBCI
		  yang merupakan tanggal 
		  pertama dari bulan 
		  sebagaimana disetujui tersebut
8.	 Tanggal Efektif Perdagangan saham Bank Yang Menerima	 Tanggal yang
	  Penggabungan di BEI.	 merupakan 1 hari bursa 	
		  setelah Tanggal Efektif 	
		  Penggabungan

DEFINISI DAN SINGKATAN
Akta Penggabungan 	 :	 Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa 

Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh 
persetujuan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta 
Penggabungan.

ATM	 :	 Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine), yaitu 
mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller 
dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, 
pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan dana.

BAE	 :	 Biro Administrasi Efek.
Bank Penerima Penggabungan 	 :	 BTPN.
atau Bank Hasil Penggabungan
Bank Peserta Penggabungan	 :	 BTPN dan SMBCI.
Bank Yang Menggabungkan Diri	 :	 SMBCI.
BAPEMIL 	 :	 Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan 

pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 
di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan 
pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.

BEI atau Bursa Efek	 :	 Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran 
jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 
memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam 
hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak 
dan kewajibannya.

BNRI	 :	 Berita Negara Republik Indonesia.
BTPN	 :	 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Dirjen Pajak 	 :	 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia.
JFSA	 : 	Japan Financial Services Agency. 
Kemenkumham	 :	 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KJPP JKR	 :	 Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan.
KJPP MPR	 : 	Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Prasetyo & 

Rekan
KPPU	 :	 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	 :	 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkeu 	 :	 Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana 

diubah dari waktu kewaktu.
Menkumham	 :	 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	 :	 Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan 
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan 
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, 
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan 
dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 
31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang 
menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk 
melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan 
Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) dan/atau Bapepam 
dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) sesuai dengan 
ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PBI No. 11/1/2009	 :	 Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang 
Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank 
Indonesia No. 13/27/PBI/2011.

Pembeli Siaga	 :	 SMBC.
Penggabungan	 :	 Penggabungan BTPN dengan SMBCI.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	 :	 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 
November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan BEI No. I-G	 :	 Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa 
Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 
2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan 
Usaha.

PMK No. 52/PMK.010/2017	 :	 Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 
tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan 
Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan 
Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

POJK No. 32/2014	 :	 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/
POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.

POJK No. 31/2015	 :	 Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan 
Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan 
Publik tertanggal 22 Desember 2015.

POJK No. 5/2016	 :	 Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana 
Bisnis Bank Umum tertanggal 27 Januari 2016.

POJK No. 55/2016	 :	 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2015 tentang Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Umum tertanggal 9 Desember 
2016.

POJK No. 56/2016	 :	 Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan 
Saham Bank Umum tertanggal 28 Desember 2016.

POJK No. 74/2016	 :	 Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang 
Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan 
Terbuka tertanggal 9 Desember 2016.

POJK No. 30/2017	 :	 Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2017 tentang Pembelian 
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan 
Terbuka tertanggal 22 Juni 2017.

POJK No. 39/2017	 :	 Peraturan OJK No. 39 /POJK.03/2017 tentang Kepemilikan 
Tunggal Pada Perbankan Indonesia tertanggal 12 Juli 
2017.

PP No. 27/1998	 :	 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang 
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
Perseroan Terbatas.

PP No. 28/1999	 :	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tahun 1999, 
Tambahan No. 3840.

PP No. 57/2010	 :	 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PSAK	 :	 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rancangan Penggabungan	 :	 Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara 

bersama-sama oleh BTPN dan SMBCI.
RBB	 :	 Rencana Bisnis Bank.
RUPSLB	 :	 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SE OJK No. 25/2016	 :	 Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang 

Rencana Bisnis Bank Umum tertanggal 14 Juli 2016.
SE OJK No. 12/2017	 :	 Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 

tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tertanggal 17 
Maret 2017.

SK BI No. 32/1999	 :	 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/
DIR/1999 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum tanggal 14 
Mei 1999.

SMBC	 :	 Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
SMBCI	 :	 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
Tanggal Efektif Penggabungan 	 :	 1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN 

dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan 
sebagaimana disetujui tersebut.

Transaksi Afiliasi	 :	 Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 
Bapepam-LK No. IX.E.1

UKM	 : 	Usaha Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Anti Monopoli	 :	 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 
Tahun 1999, Tambahan No. 3817.	

Undang-Undang Ketenagakerjaan	 :	 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.

Undang-Undang Pasar Modal 	 :	 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

Undang-Undang Perbankan	 :	 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU PPh	 :	 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009.

UU PPN	 :	 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

UUPT	 :	 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 
4756.

INFORMASI MENGENAI MASING-MASING BANK PESERTA 
PENGGABUNGAN

I.	 Informasi mengenai BTPN
	 i.	 Riwayat Singkat
	 BTPN merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta, didirikan 

berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan 
Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 
13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai 
pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 
C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 
Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 20 September 1985, 
Tambahan No. 1148. 

	 BTPN merupakan kelanjutan dari BAPEMIL yang telah beroperasi sejak tahun 1959. 
BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, 
Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad 
Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 
1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No. 21 tanggal 6 Oktober 
1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No. 53 
tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. 
Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham 
dengan Surat Keputusan No. J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan 
dalam BNRI No. 13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No. 5. (“Akta Pendirian”). 

	 Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No. 
51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, 
para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah 
perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

	 Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh 
Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat 
Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No. 36 tanggal 25 
Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para 
anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai 
tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban 
BAPEMIL kepada BTPN. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham 
BTPN, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat 
dalam Akta No. 37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, 
Notaris di Bandung, BTPN menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL 
tersebut menjadi hak dan kewajiban BTPN.

	 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-135/KM.11/1986 
tanggal 2 Desember 1986 (“SK Menkeu No. Kep-135”), Menteri Keuangan Republik 
Indonesia memberikan izin kepada BTPN untuk melakukan usaha bank tabungan 
sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah 
diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Menkeu No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menkeu 
No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional di Bandung, Menkeu memberikan izin usaha kepada BTPN yang 
berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-
kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum 
(“SK Menkeu No. Kep-055”).

	 Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No.KEP-135 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

	 Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka BTPN telah didirikan 
secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

	 Anggaran dasar BTPN, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah 
beberapa kali. Perubahan terakhir pada anggaran dasar BTPN adalah Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 29 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Shasa Adisa 
Putrianti, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236807 tanggal 29 
Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di 
bawah No. AHU-0112964.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 (“Akta No. 
29/2018”).

	 ii.	 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BTPN
	 Berdasarkan Akta No. 29/2018 dan Daftar Pemegang Saham BTPN per 31 Agustus 2018 

yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE yang ditunjuk BTPN, struktur 
permodalan BTPN dan komposisi kepemilikan saham BTPN adalah sebagai berikut:
	 Keterangan		  Nilai Nominal Rp 20 per saham
		  Jumlah Saham	 Nominal (Rp)	 (%)
Modal Dasar	 15.000.000.000	 300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			 
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	          2.336.114.903	 46.722.298.060	 39,93
- Summit Global Capital Management B.V.	 1.168.057.451	 23.361.149.020	 19,96
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	 2.251.586.603	 45.031.732.060	 38,48
	 5.755.758.957	 115.115.179.140	 98,37
- Saham Treasuri	 95.198.900	 1.903.978.000	 1,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 5.850.957.857	 117.019.157.140	 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	   9.149.042.143	 182.980.842.860	

	 iii.	 Pengurusan dan Pengawasan
		  Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
		  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

No. 96, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138228, 
tanggal 7 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di 
bawah No. AHU-0048957.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 7 April 2018, susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi dari BTPN adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen)	 : 	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen 	 : 	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	 : 	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	 : 	Chow Ying Hoong
Komisaris	 : 	Shinichi Nakamura
Direksi
Direktur Utama (Independen)	 : 	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	 : 	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	 : 	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen)	 : 	Anika Faisal
Direktur	 : 	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	 : 	Arief Harris Tandjung

	 iv.	 Kegiatan Usaha Utama BTPN 
	 1.	 Umum
		  Sesuai dengan Anggaran Dasar BTPN, kegiatan usaha BTPN adalah dalam bidang 

perbankan.
		  BTPN telah memiliki izin sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan 

Menkeu No. Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menkeu Tentang Izin Usaha 
BTPN di Bandung. 

		  Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 BTPN memiliki 1 kantor pusat, 61 kantor 
cabang, 301 kantor cabang pembantu dan 69 kantor fungsional.

		  Kantor terdaftar BTPN terletak di Menara BTPN - Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. 
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

	 2.	 Kantor Pusat BTPN
		  Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-51/PB.1/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 

yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, OJK telah 
menyetujui rencana pemindahan alamat Kantor Pusat Non-Operasional BTPN dari 

semula beralamat di Menara Cyber 2, Lantai 24 & 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 
No. 13, Kuningan, Jakarta Selatan menjadi Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. 
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.

	 3.	 Kegiatan Usaha Valuta Asing
		  Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-

80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta 
Asing tertanggal 21 Desember 2015, OJK telah menyetujui perizinan BTPN untuk 
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

	 4.	 Kegiatan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka 
Keuangan Inklusif)

		  Berdasarkan Surat OJK No. S-11/PB. 3/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal 
Persetujuan Izin Penyelenggaraan Aktivitas Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner 
Pengawas Perbankan III, OJK telah menyetujui penyelenggaran aktitivas laku pandai 
BTPN.

	 5.	 Aktivitas Layanan Perbankan Elektronik Pinjaman Laku Pandai (Pico Loan) untuk 
BTPN Wow!

		  Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-22/PB.313/2018 tertanggal 14 Februari 
2018 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Aktivitas Layanan Perbankan Elektronik 
Pinjaman Laku Pandai (Pico Loan). OJK telah menyetujui perizinan aktivitas BTPN 
tersebut.

	 v.	 Ikhtisar Data Keuangan 
		  Ikhtisar data keuangan penting BTPN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 31 Mei 2018 yang disusun berdasarkan laporan 
keuangan konsolidasian BTPN dan entitas anaknya yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global 
network) dengan penanggung jawab Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA dengan opini  
tanpa modifikasian sebagai berikut:
LAPORAN POSISI KEUANGAN	              31 Mei	   	         31 Desember
	                   (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2016	 2015
ASET				  
Kas		 2.425.320	 1.496.785	     1.448.180	     1.352.401
Giro pada Bank Indonesia	        4.549.512	 5.098.341	      4.625.356	     4.774.422
Giro pada bank lain	 860.513	 487.942	         858.431	          66.674
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	 4.988.943	 8.505.940	 7.005.442	 6.208.649
Efek-efek:				  
    - Aset keuangan tersedia untuk dijual	        1.963.332	 1.090.782	 1.081.238	 1.467.790
    - Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	 5.657.731	 5.275.760	 4.871.320	 3.462.278
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 
(Reverse Repo)	 1.750.311	      2.500.787	 2.699.099	 1.098.984
Tagihan derivatif	 6.096 	            2.338	           43.652	                    -
Pinjaman yang diberikan - bersih	 65.768.138	 65.306.817	 63.247.619	 58.710.409
Penyertaan saham	 22	 22	 22	 22
Biaya dibayar dimuka	 2.806.255	 2.733.440	 2.643.707	 2.337.874
Pajak dibayar dimuka	 53.308	 53.308	 -	 29.255
Aset pajak tangguhan - bersih	 60.511	 165.935	 122.597	 91.281
Aset tetap - bersih	        1.742.235	 1.660.120	      1.632.265	        876.223
Aset tak berwujud - bersih	           851.616	 769.062	         635.375	        380.034
Aset lain-lain	 211.255	 342.471	 457.084	 183.367
Jumlah Aset	 93.695.098	 95.489.850	 91.371.387	 81.039.663

LAPORAN POSISI KEUANGAN	              31 Mei	   	         31 Desember
	                   (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2016	 2015
LIABILITAS				  
Liabilitas segera	 29.963	 49.538	 95.984	 40.818
Simpanan nasabah	 60.986.515	 62.863.790	 62.042.218	 57.475.018
Simpanan dari bank lain	 256.666	 823.406	 914.596	                 160
Liabilitas derivatif	 56.237	             2.886	         8.344	                     -
Utang pajak	 251.947	        176.860	        166.669	         195.898
Utang obligasi	 2.167.048	 2.580.777	 2.507.266	 2.634.511
Pinjaman yang diterima	 5.859.140	 5.250.207	 3.750.671	 2.766.046
Akrual	 283.290	 398.668	 204.048	 121.084
Liabilitas imbalan kerja karyawan	 106.481	        456.784	         473.628	          366.075
Liabilitas lain-lain	 438.605	 424.354	 488.501	 453.623
Dana Syirkah Temporer	 5.397.357	 5.261.783	 4.407.034	 3.062.571
Jumlah Liabilitas & Dana Syirkah Temporer	 75.833.249	    78.289.053	   75.058.959 	   67.115.804
				  
EKUITAS				  
Modal saham	 116.808	         116.806	        116.806	        116.806
Tambahan modal disetor	 1.429.728	 1.429.385	    1.429.385	     1.429.385
Cadangan revaluasi aset tetap	 724.449	        724.449	        724.449	                   - 
Cadangan pembayaran berbasis saham	 268.520	         254.496	         200.109	        147.157
Keuntungan yang belum direalisasi atas 	
	 efek-efek dalam kelompok tersedia untuk 
	 dijual, setelah pajak	 2.323	          12.875	            4.209	           1.469
Transaksi dengan kepentingan 	
	 non-pengendali	 (24.267)	 -	 -	 -
Saldo laba:				  
	 - Dicadangkan	 30.361	          26.861	         23.361	          23.361
	 - Belum dicadangkan	 14.579.995	   14.227.025	   13.601.981	   11.857.890
		  17.127.917	    16.791.897	   16.100.300	   13.576.068
Saham Treasuri	        (262.404)	     (262.404)	     (262.404)	                    -
		  16.865.513	    16.529.493	    15.837.896	   13.576.068
Kepentingan non-pengendali	 996.336	         671.304	         474.532	        347.791
Jumlah Ekuitas	 17.861.849	   17.200.797	    16.312.428	   13.923.859
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah
	 Temporer  dan Ekuitas	 93.695.098	   95.489.850	   91.371.387	   81.039.663

LAPORAN LABA RUGI	                 31 Mei	                       31 Desember
       (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	 			 
Pendapatan dan Beban Bunga				  
Pendapatan bunga	 4.428.153	 4.726.836	 11.140.809 	 11.468.744 	 11.440.085  
Pendapatan syariah	 1.337.574	 1.110.259	 2.905.253 	 2.226.482 	 1.563.791  
			   5.765.727	 5.837.095	 14.046.062 	 13.695.226 	 13.003.876    
Beban bunga	 (1.637.642)	 (1.743.536)	  (4.173.241)	  (4.543.951)	  (5.061.087)
Bagi hasil syariah	 (141.656)	 (135.175)	  (351.211)	  (297.296)	  (247.178)
			   (1.779.298)	 (1.878.711)	  (4.524.452)	  (4.841.247)	  (5.308.265)
Pendapatan bunga dan syariah - 
bersih	 3.986.429	 3.958.384	 9.521.610 	 8.853.979 	 7.695.611   
Pendapatan operasional lainnya:				  
Pendapatan dari komisi asuransi 	   
  dan lain-lain	 336.023	 304.432	 639.995 	 689.051 	 705.835
Kerugian transaksi spot dan 	  
  derivatif bersih	 (45.758)	 (76.266)	  (170.458)	  (79.109)	   -     
Jumlah pendapatan operasional 
  lainnya	 290.265	 228.166	 469.537 	 609.942 	 705.835  
Beban operasional lainnya:					   
Beban tenaga kerja	 (1.118.414)	 (1.366.744)	  (3.670.484)	  (3.143.161)	  (2.851.029)
Beban umum dan administrasi	 (1.065.547)	 (1.141.976)	  (2.948.310)	  (2.564.115)	  (2.119.939)
Cadangan kerugian penurunan nilai	 (570.225)	 (405.549)	  (1.097.619)	  (869.761)	  (785.886)
Beban operasional lainnya	 (108.024)	 (112.836)	  (296.308)	  (277.168)	  (184.885)
Jumlah beban operasional lainnya	 (2.862.210)	 (3.027.105)	  (8.012.721)	  (6.854.205)	  (5.941.739)
PENDAPATAN OPERASIONAL - 
  BERSIH	 1.414.484	 1.159.445	 1.978.426 	 2.609.716 	 2.459.707    
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-
OPERASIONAL					   
Pendapatan non-operasional	 2.983	 1.944	 7.586 	 3.601 	 2.822 
Beban non-operasional	 (26.306)	 (4.197)	  (49.167)	  (8.798)	  (29.918)
Jumlah beban non-operasional	 (23.323)	 (2.253)	  (41.581)	  (5.197)	  (27.096)
LABA SEBELUM PAJAK 
  PENGHASILAN	 1.391.161	 1.157.192	 1.936.845 	 2.604.519 	 2.432.611 
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	 (363.875)	 (301.997)	  (514.905)	  (728.673)	  (680.002)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	 1.027.286	 855.195	 1.421.940 	 1.875.846 	 1.752.609 
LAPORAN LABA RUGI	                              31 Mei	                                 31 Desember
               (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:				  
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi 
  ke laba rugi				  
Keuntungan revaluasi aset tetap	 -   	 -	    -   	 749.032 	         -   
Pengukuran kembali imbalan pasca 	
	 kerja	 25.484	 -	  (29.486)	  (8.780)	 187.479 
Pajak penghasilan terkait pos-pos 	
	 yang tidak akan direklasifikasi ke 
	 laba rugi	 (6.371)	 -	 7.371 	  (20.817)	  (46.870)
			   19.113	 -	  (22.115)	 719.435 	 140.609 
Pos-pos yang akan direklasifikasi 
	 ke laba rugi					   
Keuntungan yang belum direalisasi 	
	 atas efek-efek dalam kelompok 
	 tersedia untuk dijual	 (9.396)	 6.094	 9.778 	 2.289 	 845	
Pajak penghasilan terkait pos-pos 	
	 yang akan direklasifikasi ke laba rugi	 (650)	 (955)	  (1.112)	 451 	  (212)
			   (10.046)	 5.139	 8.666 	 2.740 	 633 
LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF 	
  LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN, 
  SETELAH PAJAK	 9.067	 5.139	  (13.449)	 722.175 	 141.242
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 	
  PERIODE/TAHUN BERJALAN,  
  SETELAH PAJAK	 1.036.353	 860.334	 1.408.491 	 2.598.021 	 1.893.851 
Rasio Keuangan	                              31 Mei	                                 31 Desember
              	 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
Permodalan	 				  
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 	 24,41%	 23,92%	 24,64%	 25,03%	 23,79%
(KPMM)	
Aset Produktif					   
Aset Produktif & Non Produktif 	 0,85%	 0,65%	 0,67%	 0,60%	 0,55%
	 Bermasalah terhadap Total Aset 
	 Produktif dan Non Produktif	
Aset Produktif Bermasalah terhadap 	 0,91%	 0,69%	 0,71%	 0,63%	 0,58%
	 Total Aset Produktif	
Cadangan Kerugian Penurunan 	 1,14%	 0,93%	 0,95%	 0,86%	 0,77%
	 Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap
	 Aset Produktif
Kredit Bermasalah (NPL Kotor)	 1,12%	 0,85%	 0,90%	 0,79%	 0,70%
NPL bersih	 0,51%	 0,39%	 0,41%	 0,38%	 0,40%
Profitabilitas					   
Return on Assets (RoA)	 3,50%	 3,02%	 2,06%	 3,06%	 3,12%
Return on Equity (RoE)	 14,25%	 12,84%	 8,17%	 12,58%	 14,11%
Net Interest Margin (NIM)	 11,50%	 11,86%	 11,63%	 11,98%	 11,27%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
	 Operasional (BOPO)	 76,71%	 81,16%	 86,49%	 81,93%	 82,14%
Biaya Dana	 5,70%	 6.29%	 6,06%	 7,10%	 8,59%
Likuiditas					   
Loan to Deposit Ratio (LDR)	 99,76%	 96,73%	 96,22%	 95,42%	 97,20%
Rasio Keuangan	                           31 Mei	                                 31 Desember
               	 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
Kepatuhan					   
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	 6,57%	 6,57%	 6,58%	 6,63%	 7,61%
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing	 8,32%	 8,37%	 8,43%	 8,57%	                     -   
Posisi Devisa Netto	 0,45%	 0,18%	 0,34%	 0,01%	                     -   
Lain-lain					   
Jumlah Kantor Cabang	 912 	 1.073	 940 	 1,107 	 1,318 
Jumlah ATM	 222 	 160	 207 	 154 	 107 
Jumlah Karyawan	 20.236	 25.496	 20.912 	 25.437 	 27.247 

II.	 Informasi Mengenai SMBCI 
	 i.	 Riwayat Singkat
		  SMBCI merupakan suatu bank campuran (joint venture bank) antara Sumitomo Bank, 

Limited dan PT Bank Niaga, perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, dan didirikan 
dengan nama PT Bank Sumitomo Niaga, berdasarkan Akta Pendirian No. 109 tanggal 
31 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprojo, S.H., sebagai Pengganti dari 
Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan diperbaiki dengan Akta No.13 tanggal 
7 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan 
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
surat keputusan No. C2-7419 HT.01.01.TH.89 tanggal 14 Agustus 1989, dan telah 
didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di 
bawah No. 1670/1989 dan No. 1761/1989 keduanya tanggal 16 Agustus 1989, serta telah 
diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 12 September 1989, Tambahan No. 1845/1989 
(“Akta Pendirian”). 

		  Anggaran dasar SMBCI, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah 
beberapa kali. Pengubahan terakhir pada Anggaran dasar SMBCI adalah berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 34 tanggal 18 
April 2016, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang 
telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041924 tanggal 18 April 
2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. 
AHU-0049756.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 April 2016  (“Akta No. 34/2016”).

	 ii.	 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 
		  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa No. 09 tanggal 7 Februari 2011, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., 
LLM., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-10035.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011, dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0016097.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam 

BNRI No. 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan No. 30802/2012, struktur permodalan 
dan kepemilikan saham SMBCI adalah sebagai berikut:

	Keterangan			   Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
			  Jumlah Saham	 Nominal (Rp)	 (%)
Modal Dasar	 2.873.942	 2.873.942.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			 
- 	 Sumitomo Mitsui Banking Corporation	 2.830.178	 2.830.178.000.000	 98,48
-	 PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero)	 15.024 	 15.024.000.000	 0,52
- 	 PT Bank Central Asia Tbk 	 28.740	 28.740.000.000	 1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 2.873.942	 2.873.942.000.000	 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	 0	 0

	 iii.	 Pengurusan dan Pengawasan
		  Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
		  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 

12 tanggal 12 April 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris 
di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menkumham No. AHU-
AH.01.03-0129513 tanggal 21 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0052506.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 April 
2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 
23 tanggal 12 April 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris 
di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menkumham No. AHU-
AH.01.03-0154665 tanggal 19 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0055457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 April 
2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMBCI adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : Ryuji Nishisaki 
Wakil Komisaris Utama	 : Yuichi Nishimura
Komisaris Independen	 : Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	 : Tony Prasetiantono
Direksi
Direktur Utama	 : Kazuhisa Miyagawa 
Wakil Direktur Utama	 : Yasuhiro Daikoku
Wakil Direktur Utama	 : Adrianus Dani Prabawa
Direktur	 : Henoch Munandar
Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan	 : Dini Herdini 
Direktur	 : Hiromichi Kubo
Direktur	 : Widya Permana

	 iv.	 Kegiatan Usaha Utama SMBCI
	 a.	 Umum 
		  Sesuai dengan Anggaran Dasar SMBCI, kegiatan usaha SMBCI adalah dalam bidang 

perbankan. SMBCI memperoleh izin sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan 
Menkeu No. 958/KMK.013/1989 tertanggal 28 Agustus 1989.

		  Kantor Pusat SMBCI terletak di Menara BTPN - Lantai 33 – 37, CBD Mega Kuningan, 
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

	 b.	 Kegiatan Usaha Valuta Asing
		  SMBCI telah memperoleh nomor sandi bank devisa sesuai dengan surat dari Bank 

Indonesia No. 22/467/UUPS/PSD tertanggal 7 September 1989 dan telah memperoleh 
penunjukan sebagai Bank Devisa Persepsi On-Line melalui Surat Departemen 
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran No. S-2170/MK.2/2003 
tertanggal 28 Mei 2003.

	 c.	 Bank Persepsi Kas Negara
		  SMBCI telah memperoleh penunjukan sebagai Bank Persepsi Kas Negara

	 v.	 Ikhtisar Data Keuangan 
		  Ikhtisar data keuangan penting SMBCI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 31 Mei 2018 yang disusun berdasarkan laporan 
keuangan SMBCI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Widjaja & 
Rekan (a member firm of KPMG International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
adalah sebagai berikut:	

LAPORAN POSISI KEUANGAN	 31 Mei		   31 Desember
                      (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2016	 2015

ASET				  
Kas	 17.804	 19.996	 18.263	 18.533
Giro pada Bank Indonesia	 4.800.054	 4.183.549	 4.440.731	 3.665.305
Giro pada bank lain	 620.391	 441.246	 497.638	 335.584
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	 8.807.428	 3.558.913	 2.757.889	 4.328.138
Tagihan wesel ekspor	 782.098	 1.895.906	 1.577.878	 789.401
Tagihan akseptasi	 1.498.413	 1.241.610	 530.739	 34.940
Efek-efek:				  
    - Aset keuangan tersedia untuk dijual	 3.166.641	 3.958.218	 2.509.928	 1.286.908
Tagihan derivatif 	 661.159	 476.760	 543.467	 1.247.680
Pinjaman yang diberikan - bersih	 64.467.353	 60.523.415	 59.886.212	 46.144.356
Penyertaan saham	 22.500	 22.500	 22.500	 22.500
Biaya dibayar dimuka	 32.654	 17.160	 16.402	 33.171
Pajak dibayar dimuka	 39.352	 33.100	 36.996	 36.179
Aset tetap - bersih	 156.130	 141.237	 74.420	 45.829
Aset tidak berwujud - bersih	 66.703	 56.158	 54.505	 16.831
Aset lain-lain	 25.444	 26.096	 114.355	 23.732
JUMLAH ASET	 85.164.124	 76.595.864	 73.081.923	 58.029.087

LAPORAN POSISI KEUANGAN	 31 Mei		   31 Desember
                      (dalam Jutaan Rupiah)	 2018	 2017	 2016	 2015

LIABILITAS				  
Simpanan nasabah	 26.864.387 	 27.125.846 	 25.024.508 	 18.410.864	
Simpanan dari bank lain	 10.585.659	 6.353.263	 5.156.532	 2.019.185
Liabilitas derivatif 	 538.962	 372.645	 497.145	 1.238.544
Utang akseptasi	 1.142.707	 786.991	 218.041	 34.981
Utang pajak 	 60.296	 54.554	 58.099	 41.762
Pinjaman yang diterima	 30.314.126	 25.316.591	 27.171.463	 24.504.458
Surat utang yang diterbitkan	 2.808.621	 4.143.440	 3.388.440	 997.501
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	 136.390	 115.161	 120.948	 110.711
Akrual	 54.135	 67.805	 66.266	 3.987
Liabilitas imbalan kerja karyawan	 102.150	 127.705	 100.678	 84.086
Pinjaman subordinasi	 3.265.090	 3.188.363	 3.166.038	 3.239.475
Liabilitas lain-lain	 259.902	 187.467	 146.756	 145.585
JUMLAH LIABILITAS	 76.132.425	 67.839.831	 65.114.914	 50.831.139

EKUITAS	  	  	  	  
•	 Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai 	 -	 -	 -	 -
		 penuh) per saham	
•	 Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 	
		 2.873.942 saham	 2.873.942	 2.873.942	 2.873.942	 2.873.942
Tambahan modal disetor	 107.133	 107.133	 107.133	 107.133
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas	
	  perubahan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual 	 (6.243)	 916	 (11.283)	 (2.123)
Saldo laba	  	  	  	  
•	 Telah ditentukan penggunaannya	 177.722	 167.722	 157.722	 147.722
•	 Belum ditentukan penggunaannya	 5.879.145	 5.606.320	 4.839.495	 4.071.274
JUMLAH EKUITAS	 9.031.699	 8.756.033	 7.967.009	 7.197.948
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	 85.164.124	 76.595.864	 73.081.923	 58.029.087
		 31 Mei 2018	 31 Desember
		 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				  
Pendapatan dan beban bunga	  		   	  	  
Pendapatan bunga	 1.436.907	 1.314.938	 3.119.967	 2.798.515	 2.258.649
Beban bunga 	 (982.368)	 (775.808)	 (1.880.291)	 (1.500.150)	 (1.067.280)
Jumlah pendapatan bunga bersih	 454.539	 539.130	 1.239.676	 1.298.365	 1.191.369
Pendapatan operasional lainnya	  		   	  	  
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi 	
   derivatif bersih	 228.894	 160.454	 421.654	 314.020	 149.401
Provisi dan komisi lainnya	 65.494	 45.531	 130.523	 87.701	 86.745
Pendapatan lain-lain bersih	 2.948	 10.011	 15.926	 1.395	 319
Jumlah pendapatan operasional lainnya	 297.336	 215.996	 568.103	 403.116	 236.465
Jumlah pendapatan operasional	 751.875	 755.126	 1.807.779	 1.701.481	 1.427.834
Tambahan/(kerugian) penurunan nilai aset 
		 keuangan	  		   	  	
	Tagihan wesel ekspor	 15	 (10)	 (30)	 (10)	 1
	Tagihan akseptasi	 41	 7	 (42)	 (31)	 (6)
	Kredit yang diberikan	 (12.675)	 (21.894)	 (22.281)	 (14.924)	 (852)
 		  (12.619)	 (21.897)	 (22.353)	 (14.965)	 (857)
Beban operasional	  		   	  	  
	Gaji dan tunjangan	 (115.224)	 (113.654)	 (278.579)	 (273.872)	 (247.214)
	Sewa	 (18.325)	 (24.821)	 (50.058)	 (41.481)	 (35.885)
	Penyusutan aset tetap	 (18.267)	 (16.032)	 (51.379)	 (17.758)	 (19.228)
	Amortisasi aset takberwujud	 (6.737)	 (6.227)	 (14.828)	 (6.076)	 (3.294)
	Lain-lain	 (94.315)	 (100.903)	 (222.502)	 (205.204)	 (146.607)
Jumlah beban operasional	 (252.868)	 (261.637)	 (617.346)	 (544.391)	 (452.228)
	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	 486.388	 471.592	 1.168.080	 1.142.125	 974.749
Pajak penghasilan	  		   	  	
	Beban pajak kini	 (104.944)	 (141.948)	 (309.691)	 (279.660)	 (242.202)
Manfaat (beban) pajak tangguhan	 (20.701)	 21.119	 8.237	 (12.938)	 (8.925)
 		  (125.645)	 (120.829)	 (301.454)	 (292.598)	 (251.127)
LABA BERSIH	 360.743	 350.763	 866.626	 849.527	 723.622
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, 
SETELAH PAJAK PENGHASILAN:	  		   
	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	  		   	  	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi 	
		 atas perubahan nilai wajar efek-efek yang 
		 tersedia untuk dijual	 (9.546)	 15.154	 16.265	 (12.213)	 (4.071)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan
		 direklasifikasikan ke laba rugi	 2.387	 (3.788)	 (4.066)	 3.053	 1.018
 		  (7.159)	 11.366	 12.199	 (9.160)	 (3.053)
		 31 Mei 2018	 Tahun berakhir 31 Desember
		 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke 
 	 laba rugi	  		   	  
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan 	
		 pasti	 11.660	 (320)	 (6.464)	 1.408	 1.328
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang 
		 tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	 (2.915)	 80	 1.616	 (352)	 (331)
 		  8.745	 (240)	 (4.848)	 1.056	 997
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, 
		 SETELAH PAJAK PENGHASILAN	 1.586	 11.126	 7.351	 (8.104)	 (2.056)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 	 362.329	 361.889	 873.977	 841.423	 721.566

	Rasio Keuangan	 31 Mei 2018	 Tahun berakhir 31 Desember
		 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
Permodalan					   
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 	
(KPMM)	 17,55%	 20,04%	 17,51%	 19,80%	 24,76%
Aset Produktif					   
Aset Produktif & Non Produktif 	
		 Bermasalah terhadap Total Aset 	
		 Produktif dan Non Produktif	 0,06%	 0,06%	 0,06%	 0,07%	 0,20%
Aset Produktif Bermasalah terhadap 	
		 Total Aset Produktif	 0,13%	 0,11%	 0,13%	 0,14%	 0,39%
Cadangan Kerugian Penurunan 	
		 Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap
		 Aset Produktif	 0,10%	 0,09%	 0,09%	 0,06%	 0,06%
Kredit Bermasalah (NPL Kotor)	 0,14%	 0,13%	 0,15%	 0,16%	 0,43%
NPL bersih	 0,14%	 0,13%	 0,15%	 0,16%	 0,40%
Profitabilitas					   
Return on Assets (RoA)	 1,40%	 1,54%	 1,63%	 1,79%	 1,80%
Return on Equity (RoE)	 10,85%	 11,54%	 11,49%	 12,34%	 11,52%
Net Interest Margin (NIM)	 1,15%	 1,68%	 1,59%	 1,92%	 2,10%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
		 Operasional (BOPO)	 84,97%	 80,13%	 78,66%	 82,02%	 72,23%
Biaya Dana	 3,37%	 2,91%	 3,01%	 2,72%	 2,35%
Likuiditas					   
Loan to Deposit Ratio (LDR)	 239,48%	 193,24%	 223,22%	 239,39%	 250,15%
	Rasio Keuangan	 31 Mei 2018	 Tahun berakhir 31 Desember
		 2018	 2017	 2017	 2016	 2015
Kepatuhan					   
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah	 6,73%	 7,02%	 7,13%	 7,25%	 7,76%
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing	 8,07%	 8,05%	 8,01%	 8,08%	          8,01%           
Posisi Devisa Netto	 0,26%	 0,13%	 0,51%	 0,21%	          0,22%           
Lain-lain					   
Jumlah Kantor Cabang	 1 	 1	 1 	 1 	 1 
Jumlah Karyawan	 446	           443	                 442 	       443 	          442

KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN
A.	 Keterangan Umum 
	 BTPN adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di 300 kota di 

Indonesia. BTPN menawarkan berbagai jasa perbankan melalui enam unit bisnisnya yaitu, 
(1) BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan, (2) BTPN Mitra 
Usaha Rakyat yang melayani para nasabah wirausahawan kecil, (3) BTPN Mitra Bisnis yang 
fokus pada segmen Informal Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprises) 
(i-SME), (4) BTPN Sinaya, fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi 
dan individu berpenghasilan menengah keatas, (5) BTPN Wow! yang memberikan layanan 
Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang 
bertujuan untuk membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani 
industri perbankan dan (6) Jenius, yang merupakan sebuah aplikasi yang dirancang dan 
dikembangkan untuk membantu menjawab kebutuhan nasabah urban yang lebih fasih 
menggunakan smartphone.

	 SMBCI telah memposisikan diri sebagai bank campuran terkemuka dengan area utama pada 
layanan perbankan korporasi dan fokus pada nasabah perusahaan-perusahaan Jepang 
skala besar di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, SMBCI telah berupaya melakukan 

pengembangan usaha ke nasabah-nasabah perusahaan Indonesia, Badan Usaha Milik 
Negara dan perusahaan multinasional. 

	 Untuk meningkat ke kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (“BUKU”) selanjutnya, BTPN 
dan SMBCI yang pada saat Rencana Penggabungan ini diterbitkan keduanya tergolong 
dalam BUKU 3 dan sesuai dengan RBB untuk tahun 2018, BTPN selaku bank penerima 
penggabungan akan memperkuat struktur permodalannya sebagai landasan untuk 
pengembangan kegiatan unit bisnis BTPN.

	 Rencana Penggabungan SMBCI dengan BTPN ini sekaligus untuk mendukung kebijakan 
konsolidasi perbankan Indonesia yang diharapkan oleh OJK. Perpaduan antara 
pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial akan menghasilkan suatu skala 
ekonomi (economic of scale) yang menguntungkan bagi Bank Penerima Penggabungan.

B.	 Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan 
	 Peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dari rencana Penggabungan ini, adalah sebagai 

berikut:
	 1.	 Ketentuan Perseroan Terbatas 
		  •	 UUPT; dan
		  •	 PP No.27/1998.
	 2.	 Ketentuan-Ketentuan Perbankan 
		  •	 Undang-Undang Perbankan;
		  •	 PP No. 28/1999;
		  •	 POJK No. 5/2016;
		  •	 POJK No. 55/2016;
		  •	 POJK No. 56/2016;
		  •	 SE OJK No. 25/2016;
		  •	 SE OJK No. 12/2017;
		  •	 PBI No. 11/1/2009;
		  •	 SK BI No. 32/1999.
	 3.	 Ketentuan-Ketentuan Perpajakan 
		  •	 UU PPh;
		  •	 UU PPN;

	 •	 Peraturan Menkeu No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas 
Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran 
Usaha (“PMK No. 43/PMK.03/2008”);

	 •	 PMK No. 52/PMK.010/2017;
	 •	 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Ijin Menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka 
Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha;

	 •	 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan 
Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menkeu No. 43/PMK.03/2008 tentang 
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, 
Peleburan, atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya.

	 4.	 Ketentuan Pasar Modal 
		  •	 Undang-Undang Pasar Modal;
		  •	 POJK No. 74/2016;
		  •	 POJK No. 32/2014;
		  •	 POJK No. 31/2015;
		  •	 POJK No. 30/2017; 
		  •	 Peraturan No. IX.E.1; 
		  •	 Peraturan BEI No. I-G.
	 5.	 Ketentuan Tenaga Kerja 
		  •	 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
	 6.	 Ketentuan Persaingan Usaha 
		  •	 Undang-Undang Anti Monopoli; dan
		  •	 PP No. 57/2010.
	 7.	 Anggaran dasar BTPN dan SMBCI.
C.	 Akibat Hukum Penggabungan 
	 Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari rencana Penggabungan, Bank Yang 

Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa 
dilakukan likuidasi sebelumnya, dan dengan demikian:
1.	 Semua aset-aset dan liabilitas dari Bank Yang Menggabungkan Diri, termasuk hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban Bank Yang Menggabungkan Diri dalam kontrak-kontraknya 
dengan pihak ketiga, akan demi hukum beralih kepada Bank Penerima Penggabungan; 

2.	 Para pemegang saham dari Bank Yang Menggabungkan Diri demi hukum akan menjadi 
para pemegang saham dari Bank Penerima Penggabungan; dan

3.	 Seluruh karyawan dari Bank Yang Menggabungkan Diri akan beralih status menjadi 
karyawan Bank Penerima Penggabungan, kecuali disepakati lain berdasarkan suatu 
perjanjian antara karyawan dengan Bank Yang Menggabungkan Diri/ Bank Penerima 
Penggabungan.

	 Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini 
dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar 
tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapatkan persetujuan dari 
Menkumham dan yang harus diberitahukan kepada Menkumham. 

D.	 Penelaahan oleh Direksi Atas Rencana Penggabungan 
	 Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Bank Penerima Penggabungan telah 

melakukan penelaahan, antara lain atas:
1.	 Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Bank Peserta 

Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Bank Peserta 
Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan untuk tahun-
tahun buku 2015, 2016 dan 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember;

2.	 Laporan penilaian oleh KJPP JKR sebagai pihak independen yang melakukan 
penilaian atas kewajaran dari nilai saham dan rencana Penggabungan Bank Peserta 
Penggabungan; 

3.	 Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan 
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC 
global network) sebagai pihak independen;

4.	 Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank Peserta Penggabungan terhadap pihak 
ketiga;

5.	 Cara penyelesaian status hubungan kerja karyawan Bank Peserta Penggabungan;
6.	 Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham publik yang tidak menyetujui 

Penggabungan;
7.	 Analisa terhadap kondisi Bank Yang Menggabungkan Diri; dan
8.	 Sinergi/ manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari 

Bank Penerima Penggabungan.
E.	 Hasil Analisis Penilai Independen
	 i.	 Hasil Analisis Penilai Independen Mengenai Kewajaran Nilai Saham BTPN
		  KJPP JKR yang telah ditunjuk oleh Direksi BTPN sebagai penilai independen sesuai 

dengan surat penawaran No. JK/180625-001, tanggal 25 Juni 2018 telah diminta untuk 
memberikan penilaian atas 100,00% saham BTPN dan memberikan pendapat atas 
kewajaran atas Penggabungan.

		  Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 100,00% saham 
BTPN sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180829-001 tanggal 29 
Agustus 2018:

		 a.	 Obyek Penilaian
			  Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 100,00% saham BTPN.
		 b.	 Metode Penilaian
			  Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode 

diskonto arus kas (discounted cash flow method) dan pembanding perusahaan 
tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method).

			  Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan 
oleh BTPN di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas 
perkembangan usaha BTPN. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, 
operasi BTPN diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha 
BTPN. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi 
menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi 
nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

			  Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian 
ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi 
mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun 
diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai 
data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh BTPN.

			  Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP JKR anggap paling 
sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak 
manajemen BTPN. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan 
dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

			  Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi 
dengan melakukan pembobotan.

		 c.	 Kesimpulan Penilaian
			  Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP 

JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang 
mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP JKR, nilai pasar wajar 
Obyek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2018 adalah sebesar Rp 24,62 triliun.

	 ii.	 Hasil Analisis Penilai Independen Mengenai Kewajaran Nilai Saham SMBCI
		  KJPP MPR yang telah ditunjuk oleh Direksi SMBCI sebagai penilai independen sesuai 

dengan surat penawaran No. EL-B/KJPP-MPR/2018/VI/22/001, tanggal tanggal 22 Juni 
2018 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 100,00% saham SMBCI.

		  Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP MPR atas 100,00% saham 
SMBCI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00005/0070-00/BS/07/00036/1/
IX/2018 tanggal 18 September 2018:

	 a.	 Uraian Obyek Penilaian dan Bentuk Kepemilikan 
		  Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 100,00% saham saham SMBCI.
	 b.	 Pendekatan Penilaian
		  Berdasarkan pertimbangan karakteristik SMBCI sebagai Obyek penilaian, maka 

pendekatan yang diterapkan untuk Penilaian Bisnis (Ekuitas) SMBCI adalah dengan 
menggunakan Pendekatan Pendapatan (Metode Diskonto Arus Kas – DCF) dan 
Pendekatan Pasar (Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek) 
dengan menggunakan Rasio Market Value of Invested Capital to Book Value of 
Invested Capital (MVIC/BVIC).

Deskripsi	 Nilai Sebelum Pembobotan	 Bobot	 Nilai Setelah Pembobotan
A) Metode DCF	 9.669.354.823.807	 60%	 5.801.612.894.284
B) Rasio MVIC/ BVIC	 10.082.452.390.420	 40%	 4.032.980.956.168
Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas per 31 Mei 2018		  9.834.593.850.452

	 c.	 Kesimpulan Nilai
		  Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas SMBCI per 31 Mei 2018 adalah Rp 

9.834.593.850.452 (Sembilan Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima 
Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima 
Puluh Dua Rupiah).  

	 iii.	 Hasil Analisis Penilai Independen Mengenai Kewajaran Rencana Penggabungan 
		  Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Penggabungan 

sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/180829-002 tanggal 29 Agustus 
2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

		  Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh 
dari manajemen BTPN yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran 
ini, penelaahan atas dampak keuangan Penggabungan sebagaimana diungkapkan 
dalam laporan pendapat kewajaran, KJPP JKR berpendapat bahwa Penggabungan 
antara BTPN dengan SMBCI adalah wajar. 

F.	 Latar Belakang, Rasional Dan Tujuan Dari Rencana Penggabungan 
	 Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan berdaya saing, 

diperlukan langkah-langkah konsolidasi perbankan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, 
OJK mendorong para pelaku usaha dan industri perbankan untuk melakukan konsolidasi, 
termasuk melalui penggabungan usaha. 

	 SMBC sebagai pemegang saham pengendali BTPN dan SMBCI telah menyampaikan 
maksud dan komitmennya untuk secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam 
pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia, khususnya di bidang keuangan dan 
perbankan. Sebagai salah satu perwujudan komitmen SMBC tersebut, SMBC bermaksud 
menggabungkan SMBCI sebagai anak perusahannnya dan BTPN dengan tujuan untuk 
mendukung visi OJK di atas, dengan tetap memperhatikan visi, misi dan bisnis dari masing-
masing bank dalam mencapai pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. 

	 Penggabungan bertujuan untuk menciptakan bank dengan layanan penuh yang mencakup 
segmen retail maupun korporasi (wholesale) dengan mengintegrasikan bisnis kedua 
bank serta membangun organisasi yang solid, sehingga mampu fokus pada sektor-sektor 
yang menjadi prioritas saat ini. Bank Hasil Penggabungan juga diharapkan dapat menjadi 
Bank BUKU IV di masa mendatang, yang merefleksikan sinergi antara BTPN dan SMBCI, 
sekaligus menjadi IT hub untuk bisnis-bisnis baru berbasis teknologi di Indonesia.

	 Ke depan, Penggabungan juga dipandang sebagai salah satu cara untuk menghasilkan 
bank yang lebih kuat dan mempunyai daya saing agar dapat memperluas usahanya ke 
wilayah Asia Tenggara sesuai dengan tujuan BTPN dan SMBCI. Dengan dilakukannya 
Penggabungan, maka diharapkan hal tersebut dapat membantu BTPN dan SMBCI untuk 
mencapai tujuan tersebut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk menciptakan sektor 
keuangan yang kompetitif di Indonesia di tengah integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

	 Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank dengan bantuan dari beberapa 
profesi penunjang telah mempelajari dan melakukan penelaahan atas penggabungan antara 
BTPN dan SMBCI. Untuk tujuan tersebut, penerapan metodologi, perundang-undangan, 
peraturan, kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku telah dikaji secara mendalam 
dengan mempertimbangkan kepentingan dari para karyawan serta stakeholders dari kedua 
bank.

	 Dengan mempertimbangkan maksud dan komitmen SMBC terhadap visi OJK untuk 
mengkonsolidasikan perbankan Indonesia, tujuan dari masing-masing SMBCI dan BTPN 
dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta prosedur 
terkait penggabungan, maka Direksi dan Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI berpendapat 
bahwa rencana Penggabungan adalah pilihan terbaik bagi semua stakeholders.

	 Direksi dan Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI berkeyakinan bahwa saat ini merupakan 
waktu yang tepat dan menguntungkan untuk melaksanakan Rencana Penggabungan. 
Keadaan ekonomi Indonesia tetap menjanjikan dimana pihak regulator memberikan 
dukungan terhadap pengembangan sektor perbankan secara umum. Direksi dan Dewan 
Komisaris dari kedua bank berpendapat bahwa kedua bank dalam kondisi sehat dan siap 
untuk menyatukan kekuatan kedua bank dan beroperasi secara lebih efektif sebagai suatu 
kesatuan entitas untuk mencapai manfaat sebagaimana terangkum di bawah ini.

G.	 Risiko-Risiko 
	 Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan menyadari bahwa terdapat risiko-

risiko potensial sehubungan dengan Penggabungan. Risiko-risiko itu meliputi hal-hal sebagai 
berikut:

	 1.	 Potensi implikasi perpajakan sebagai akibat dari Penggabungan
		  Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia, Bank 

Yang Menggabungkan Diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam 
rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak. Dalam hal 
setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui 
bahwa Bank Peserta Penggabungan:

	 •	 tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);
	 •	 melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan 

pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
	 •	 memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut 

telah dipindahtangankan.
		  Maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku 

dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif 
Penggabungan.  Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat 
keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan 
harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang. 
Pajak Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Bank Penerima Penggabungan.

	 2.	 Risiko-risiko sehubungan dengan peraturan perundang-undangan
		  Bank Peserta Penggabungan dan Bank Hasil Penggabungan harus dan akan selalu 

mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari 
waktu ke waktu dapat berubah. 

		  Sehubungan dengan proses Penggabungan, Bank Peserta Penggabungan harus 
memperoleh Izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi 
Perbankan) dan SMBC, suatu perusahaan di bidang perbankan yang berkedudukan di 
Jepang, harus memperoleh persetujuan dari JFSA untuk menjadikan Bank Penerima 
Penggabungan sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) SMBC berdasarkan 
the Banking Act of Japan (Act No. 59 of 1981). Apabila Izin Penggabungan dan/atau 
persetujuan dari JFSA tidak diperoleh, maka Bank Peserta Penggabungan dapat tidak 
melanjutkan atau membatalkan Penggabungan dengan tetap memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Bank Peserta Penggabungan 
akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya 
Penggabungan.

		  Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, SMBC selaku pemegang saham Bank 
Penerima Penggabungan belum memperoleh persetujuan dari JFSA untuk menjadikan 
Bank Penerima Penggabungan sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari 
SMBC. SMBC akan mengajukan permohonan kepada JFSA untuk menjadikan Bank 
Penerima Penggabungan sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari SMBC 
berdasarkan the Banking Act of Japan (Act No. 59 of 1981) setelah Bank Penerima 
Penggabungan memperoleh Izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan 
Informasi Perbankan).

		  Apabila Penggabungan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, Bank Penerima Penggabungan yang akan menjadi anak 
perusahaan dari SMBC juga akan tunduk pada peraturan-peraturan perbankan di 
Jepang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional lainnya. 

		  Bank Penerima Penggabungan oleh karenanya akan secara terus-menerus menjaga 
hubungan baik dengan pihak regulator dalam rangka kepatuhan atas segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan proses identifikasi dan antisipasi 
atas segala kemungkinan perubahan atas peraturan perundang-undangan di masa 
datang guna memastikan pemenuhan persyaratan yang berlaku dan dengan demikian 
mengantisipasi kerugian yang mungkin ditimbulkan.

	 3.	 Risiko-risiko pelaksanaan integrasi 
		  Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, diperlukan adanya suatu proses 

integrasi atas operasional dan sistem teknologi informasi masing-masing Bank 
Peserta Penggabungan yang akan dilakukan secara bertahap. Pada awal rencana 
Penggabungan, fokus proses integrasi adalah meminimalkan gangguan terhadap 
bisnis dan pihak-pihak berkepentingan (termasuk pelanggan dan vendor), memenuhi 
kebutuhan dari Regulator (termasuk pelaporan), serta menyelaraskan kebijakan dan 
budaya pada Bank Penerima Penggabungan. Tahapan integrasi selanjutnya adalah 
untuk mengoptimalkan operasi dan sistem teknologi informasi, serta merealisasikan 
sinergi yang diharapkan. Penyelesaian dari proses integrasi juga memerlukan perubahan 
dan/ atau penambahan kebijakan, Standard Operating Procedure (SOP) dan sistem 
teknologi informasi yang dapat menimbulkan risiko atas integrasi selama masa transisi. 

		  Dampak dari risiko pelaksanaan integrasi adalah terdapat kemungkinan bahwa 
penyelesaian berbagai aspek integrasi (termasuk sistem teknologi informasi, 
operasional, dan sebagainya) tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga 
kegiatan operasional pada bank hasil penggabungan pada saat tanggal efektif 
penggabungan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Namun demikian, Tim 
integrasi telah membuat rencana proyek secara rinci yang memuat aktivitas-aktivitas 
utama integrasi dan jadwal pelaksanaan dari setiap gugus tugas, serta di monitor secara 
berkala, sehingga setiap proses integrasi dapat terlaksana dangan baik dan sesuai 
dangan jadwal yang telah ditetapkan serta meminimalkan biaya dan risiko pelaksanaan 
integrasi.

	 4.	 Tidak tercapainya sinergi yang diharapkan 
		  Tujuan penting yang ingin dicapai dari dilakukannya Penggabungan adalah adanya 

sinergi potensial yang dihasilkan dari penggabungan aktivitas usaha Bank Peserta 
Penggabungan. Namun demikian terdapat suatu risiko dalam pelaksanaan yang 
berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, manajemen dan 
operasional, yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya sinergi yang diharapkan atau 
bila terlaksana sinergi yang dicapai tidak maksimal. Melalui kejelasan visi dan strategi, 
soliditas manajemen, integrasi kultur perusahaan dan penguatan manajemen risiko yang 
akan dilakukan, Bank Penerima Penggabungan dapat mendorong tercapainya sinergi 
yang diharapkan dari proses Penggabungan.

	 5.	 Kehilangan nasabah 
		  Sebagai akibat dilakukannya Penggabungan, terdapat kemungkinan bahwa nasabah 

dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan tetap menjadi nasabah 
Bank Penerima Penggabungan, walaupun Bank Peserta Penggabungan memiliki 
segmen nasabah yang berbeda. Namun, Bank Penerima Penggabungan akan 
mengkomunikasikan keunggulan dan kekuatan dari Bank Penerima Penggabungan, 
layanan tambahan yang ditawarkan dan kekuatan keuangan yang lebih besar kepada 
nasabah.  

	 6.	 Pekerja Memilih Tidak Bergabung 
		  Dampak dari Penggabungan ini adalah terdapat kemungkinan dimana sebagian dari 

pekerja dari Bank Yang Menggabungkan Diri dan Bank Penerima Penggabungan 
memilih untuk tidak meneruskan hubungan kerja dengan Bank Penerima Penggabungan. 
Apabila jumlah pekerja Bank Yang Menggabungkan Diri dan Bank Penerima 
Penggabungan yang memilih untuk tidak meneruskan hubungan kerja dengan Bank 
Penerima Penggabungan cukup besar maka tujuan dari dilakukannya Penggabungan 
dapat mengalami hambatan. 

		  Untuk memaksimalisasi pekerja Bank Yang Menggabungkan Diri dan Bank Penerima 
Penggabungan yang akan meneruskan hubungan kerja dengan Bank Penerima 
Penggabungan, Bank Peserta Penggabungan akan mempersiapkan langkah-

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA 
PEMEGANG SAHAM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK (“BTPN”) DAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA (“SMBCI”) UNTUK MENGAMBIL 
KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA 
TANGGAL 5 OKTOBER 2018 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN BTPN DAN SMBCI.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL 
KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS 
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN 

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK DAN 
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT 
DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN 
KARYAWAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING 
BANK PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING BANK YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN 
TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN 
KOMISARIS BTPN DAN SMBCI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2018 SERTA TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) 
NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM BTPN DAN SMBCI. 

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG 
BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN 
RUPSLB BTPN DAN SMBCI YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2018.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA ADALAH RISIKO KEHILANGAN NASABAH, RISIKO KEHILANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA TERBAIK SERTA RISIKO TERKAIT PROSES INTEGRASI BANK-BANK PESERTA PENGGABUNGAN. RISIKO TERKAIT PENGGABUNGAN USAHA 
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB “KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN” SUB-BAB G RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA 
MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA 
SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN 
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2018 dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan 

Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2018.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Kantor Pusat

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026308

Website : www.btpn.com
E-mail : corporate.communications@btpn.com

Kegiatan Usaha:
Bergerak Dalam Bidang Perbankan

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Kantor Pusat

Menara BTPN, Lantai 33 - 37
CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +62 21 80862500
Fax : +62 21 80862501

Website : www.smbc.co.id 
E-mail : ask_smbci@id.smbc.co.jp

Kegiatan Usaha:
Bergerak Dalam Bidang Perbankan



													            	 •	 Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan 
Bank Penerima Penggabungan;

	 •	 Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder 
termasuk masyarakat Indonesia; dan

	 •	 Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan 
kualitas dan pengalaman terbaik dikelasnya kepada nasabah dan mitra Bank 
Penerima Penggabungan

C.	 STRATEGI USAHA
SMBCI dan BTPN membawa banyak kekuatan dan aset strategis yang saling 
melengkapi, bersama-sama Bank Peserta Penggabungan akan menciptakan 
nilai yang sangat besar bagi nasabah dan pemegang saham Bank Penerima 
Penggabungan serta masyarakat Indonesia. BTPN adalah bank untuk segmen 
mass market dan UKM di Indonesia dengan jaringan cabang dan outlet sebanyak 
2.500+, SMBCI adalah bank korporat terkemuka yang telah melayani lebih dari 275 
perusahaan terbesar di Indonesia. Kemampuan BTPN dalam melakukan inovasi 
dan keberhasilannya dalam meluncurkan platform baru (Jenius dan BTPN Wow!), 
menjadi sangat lengkap dengan keahlian perusahaan Induk dari SMBCI (Sumitomo 
Mitsui Financial Group, Inc.) di berbagai produk dan solusi perbankan.
Penggabungan dua entitas ini akan menggabungkan beragam portfolio bisnis 
yang berbeda terutama dalam segmen yang mereka layani dan model operasi 
pendukungnya - mulai dari piramida bisnis yang paling dasar seperti Wow! dan 
Syariah dalam melayani jutaan nasabah melalui perwakilan/agen perbankan, sampai 
dengan digital platform perbankan penuh (Jenius); Demikian pula dari sisi bisnis yang 
akan berkembang dari melayani bisnis mikro hingga nasabah korporat internasional 
yang sangat besar.
Untuk menciptakan nilai yang berkesinambungan dan mempertahankan proposisi 
khas basis bisnis dan secara efektif memanfaatkan aset komplementer kedua bank, 
Bank Penerima Penggabungan akan menerapkan tiga strategi sebagai berikut:

	 •	 Meningkatkan nilai dari usaha SMBCI dan BTPN dari nilainya saat ini;
	 •	 Meraih peluang sinergi melalui penggabungan SMBCI dan BTPN; dan
	 •	 Membangun bisnis baru di segmen tertentu dengan mengoptimalkan gabungan 

kekuatan kedua bank.
1.	 Meningkatkan nilai dari bisnis SMBCI dan BTPN saat ini

Bank Penerima Penggabungan akan menggabungkan kekuatan dan keunggulan 
SMBCI dan BTPN akan terus melayani segmen nasabah mereka saat ini - 
mempertahankan standar layanan yang tinggi dan melanjutkan usaha transformasi 
model bisnis yang sedang berjalan untuk merespons secara efektif kondisi dan 
peluang pasar yang dinamis.
Bank Penerima Penggabungan akan melayani:

	 •	 Nasabah korporat: Bank Penerima Penggabungan akan memberikan layanan 
terbaik dan solusi menyeluruh kepada nasabah korporat, dengan memanfaatkan 
kelengkapan produk keuangan dan jaringan internasional SMFG, serta 
mendukung pertumbuhan sektor-sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Selain itu, Bank Penerima Penggabungan akan mempertahankan 
posisi utama kami dalam structure financing dan syndicate lending, terutama 
agar dapat mendukung pertumbuhan negara dengan layanan Bank Penerima 
Penggabungan yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor usaha

	 •	 Nasabah mikro dan UKM: Tujuan Bank Penerima Penggabungan adalah untuk 
memberikan solusi menyeluruh kepada 58 juta UKM di Indonesia dengan 
menciptakan solusi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan finansial 
mereka secara khusus. Bank Penerima Penggabungan akan membangun 
dan memperdalam keterlibatannya, dan dalam prosesnya akan membantu 
kemampuan nasabah kami dalam mengembangkan dan menjaga kesinambungan 
usaha mereka. Solusi ini akan memungkinkan Bank Penerima Penggabungan 
untuk memperluas layanannya ke segmen usaha yang relatif lebih besar.

	 •	 Nasabah ritel dari kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas: Bank 
Penerima Penggabungan bertujuan untuk menjadi bank pilihan utama untuk 
menjawab kebutuhan perbankan dari 15-20 juta nasabah mass affluent dan 
affluent-nya, dengan menyediakan rangkaian lengkap solusi perbankan 
(tabungan, investasi, transaksi dan pinjaman) secara lebih sederhana, lebih 
cerdas dan aman. Bank Penerima Penggabungan akan mempertahankan 
kinerja Sinaya dalam hal pendanaan dan wealth management bisnis, serta 
tetap melakukan inovasi melalui proposisi perbankan digital Bank Penerima 
Penggabungan, Jenius, yang telah melayani sekitar 300.000 nasabah di 
Indonesia.

	 •	 Nasabah pensiun: Bank Penerima Penggabungan akan terus mendukung 
nasabah Pensiunnya dengan meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas 
layanan produknya, baik dari sisi transaksi maupun akses terhadap pendanaan.

	 •	 Nasabah mass-market retail: Bank Penerima Penggabungan akan memperkuat 
penawaran layanan uniknya saat ini untuk masyarakat Indonesia secara luas 
melalui Wow! dan Syariah, yang telah melayani lebih dari 5 juta nasabah saat ini. 
Bank Penerima Penggabungan berencana untuk memperluas aksesibilitas untuk 
mendapatkan layanan keuangan yang lebih luas kepada mereka yang saat ini 
belum memiliki akun bank dengan melalui solusi yang inovatif, yang mendukung 
inisiatif bank tanpa cabang dari OJK. 

Bank Penerima Penggabungan berkomitmen dalam memberdayakan jutaan rakyat 
dan ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kegiatan-
kegiatan pengembangan komunitas utama yang kedua bank telah jalankan akan 
tetap dilanjutkan. Corporate Social Responsibility (“CSR”) program SMBCI terdiri dari 
tiga agenda utama, yaitu lingkungan, generasi muda, dan kemasyarakatan. Entitas 
gabungan akan melanjutkan kerja sama dengan para mitra CSR, seperti SMBC dan 
Djarum Foundation untuk memperbaiki kualitas Pendidikan kejuruan dan keahlian 
pelajar agar dapat meningkatkan kualitas pekerja muda, serta melaksanakan 
program peningkatan pengetahuan mengenai finansial produk dan solusi. Program 
CSR BTPN, yaitu DAYA ditujukan untuk mendukung finansial jutaan masyarakat 
Indonesia melalui pengetahuan dan akses untuk berbagai macam produk dan solusi 
financial. Entitas tergabund akan melanjutkan dan mengembangkan program Daya 
dan ketiga pilarnya yaitu Daya Sehat Sejahtera (Kesehatan), Daya Tumbuh Usaha 
(Pengembangan Usaha), dan Daya Tumbuh Komunitas (Komunitas).
Bank Penerima Penggabungan akan melanjutkan pengembangan digitalisasi operasi 
agar dapat meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi biaya dengan melakukan 
sentralisasi berbagai proses utama yang telah diprakarsai oleh proyek Gemilang. Ini 
akan dibangun diatas empat inisiatif utama, yaitu digitalisasi, sentralisasi, migrasi 
saluran digital dan integrasi cabang. Dua inisiatif pertama berfokus pada digitalisasi 
perjalanan nasabah dan merampingkan proses operasional dan sisanya berfokus 
pada modernisasi dan standarisasi titik sentuhan nasabah, sekaligus menjaga 
customer centricity pada intinya.
Bank Penerima Penggabungan akan membangun kemampuan analisa data Bank 
Penerima Penggabungan, dan juga mendukung pengembangan sumber daya 
manusia agar lebih selaras dengan bisnis Bank Penerima Penggabungan yang 
terus berubah dan berkembang. Pada dasarnya, Bank Penerima Penggabungan 
memahami kompleksitas pengelolaan proposisinya yang berbeda dan secara proaktif 
akan menerapkan inisiatif untuk menangani risiko potensial yang mungkin timbul dari 
proses integrasi ini dan memastikan kelancaran integrasi operasi, teknologi dan 
bakat dari kedua bank.

2.	 Meraih peluang sinergi dari penggabungan SMBCI dan BTPN
Dengan dasar operasi SMBCI dan BTPN yang saling melengkapi, manajemen kedua 
bank telah mengidentifikasi beberapa peluang penggabungkan aset yang akan 
mendorong pendapatan lebih tinggi melalui pengembangan cross-sell di seluruh unit 
bisnis dan menurunkan biaya operasi, melalui penggabungan sumber daya untuk 
fungsi yang sama di seluruh entitas.
Beberapa peluang ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

	 •	 Menciptakan proposisi supply chain financing melalui jaringan usaha dari 
nasabah perusahaan besar SMBCI dan keahlian BTPN dalam melayani nasabah 
UKM;

	 •	 Melakukan cross sell untuk payroll service dari BTPN, wealth management dan 
solusi pinjaman kepada karyawan dari nasabah korporat SMBCI;

	 •	 Meningkatkan proposisi untuk solusi transaksi perbankan dari SMBCI (misalnya, 
pengelolaan kas, trade finance) dengan mengoptimalkan jejak BTPN;

	 •	 Membangun proposisi holistik untuk UKM yang lebih besar dengan 
mengoptimalkan pengalaman SMBCI dan rangkaian produk yang komprehensif 
(misalnya, forex, trade finance) dan solusi (misalnya, kemampuan internet 
banking);

	 •	 Penggabungan sumber daya dan praktik terbaik di kedua bank dan perusahaan 
afiliasi SMBCI di Indonesia (terutama dalam pemrosesan back-office dan 
manajemen risiko);

	 •	 Menciptakan solusi terpadu dengan menggabungkan kemampuan dari BTPN, 
SMBCI dan perusahaan afiliasi lainnya.

3.	 Membangun bisnis baru - menciptakan pendorong baru untuk pertumbuhan 
dan keuntungan bagi Bank Penerima Penggabungan
Melanjutkan pengembangan kekuatan dari kedua entitas, integrasi memberikan 
kesempatan unik bagi entitas gabungan untuk menciptakan solusi yang lebih baik 
dalam melayani nasabah perbankan dengan lebih baik di Indonesia, dan membangun 
pendorong baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas.
Entitas gabungan akan terus merancang solusi inovatif untuk menciptakan proposisi 
nilai yang berbeda, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan lokal tentang pasar 
Indonesia, hubungan/aset yang ada, dengan kemampuan digital, data dan analisis 
terdepan, dan kemampuan inovasi. 
Contoh dari peluang tersebut meliputi penciptaan proposisi dan transformasi supply 
chain financing (ekosistem B2B), solusi terintegrasi untuk bisnis dan wealth solution bagi 
pemilik UKM atau solusi digital untuk menggapai dan melayani bisnis yang lebih kecil.
Hasil dari strategi integrase ini, Bank Peserta Penggabungan akan dapat melayani 
seluruh segmen masyarakat dan bisnis di Indonesia melalui produk layanan unik 
yang ditawarkan.  

D.	 STATUS KANTOR DARI BANK PENERIMA PENGGABUNGAN 
Kantor pusat dari Bank Penerima Penggabungan akan tetap berkedudukan di 
domisili BTPN saat ini, yaitu di Menara BTPN, lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. 
Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan, Indonesia.
Per 31 Mei 2018, BTPN memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor 
Pusat, 9 Kantor Wilayah, 61 Kantor Cabang yang terdiri atas: (i) 54 Kantor Cabang 
Universal dan (ii) 7 Kantor Cabang Sinaya, 301 Kantor Cabang Pembantu, 69 Kantor 
Fungsional UMK yang terdiri atas: (i) 57 Kantor Fungsional Operasional, (ii) 12 
Kantor Fungsional Non-Operasional.

E.	 STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH 
PENGGABUNGAN
Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham BTPN 
dan SMBCI yang akan menjual saham dimilikinya, struktur permodalan dan komposisi 
pemegang saham dari Bank Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	 Nilai Nominal Rp 20 per saham	    
	 Jumlah Saham	 Nominal (Rp)	 (%)
Modal Dasar	 15.000.000.000	 300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	 4.597.984.953	 91.959.699.062	 56,43
Summit Global Capital Management B.V.	 1.168.057.451	 23.361.149.020	 14,34
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	 12.007.137	 240. 142.745	 0,15
PT Bank Central Asia Tbk	 22.968.925	 459.378.493	 0,28
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	 2.251.586.603	 45.031.732.060	 27,63
	 8.052.605.069	 161.052.701.380	 98,83
Saham Treasuri	 95.198.900	 1.903.978.000	 1,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 8.147.803.969	 162.956.079.380	 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	 6.852.196.031	 137.043.920.620	

F.	 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
Setelah penggabungan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari Bank Penerima 
Penggabungan adalah sebagai berikut: 
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen)	 : 	 Mari Elka Pangestu
Wakil Komisaris Utama 	 : 	 Chow Ying Hoong 
Komisaris	 : 	 Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)	 : 	 Ninik Herlani Masli Ridhwan 
Komisaris (Independen)	 : 	 Tony Prasetiantono
Direksi
Direktur Utama	 : 	 Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	 : 	 Kazuhisa Miyagawa
Direktur Kepatuhan (Independen)	 : 	 Dini Herdini
Direktur	 : 	 Yasuhiro Daikoku
Direktur	 :	 Henoch Munandar
Direktur	 : 	 Adrianus Dani Prabawa 
Direktur	 : 	 Hiromichi Kubo 
Direktur	 : 	 Merisa Darwis   
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Penerima Penggabungan akan 
berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas uji kemampuan dan 
kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 
2018 yang diselenggarakan tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu-waktu.
Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi dari Bank Penerima Penggabungan adalah sebagaimana yang akan 
dinyatakan dalam Laporan Tahunan Bank Penerima Penggabungan per 31 
Desember 2019. 
Takeshi Kimoto tidak berdomisili di Indonesia. Merujuk pada Pasal 23 ayat (2) 
Peraturan OJK No. 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 
Umum, tidak semua anggota Dewan Komisaris diwajibkan berdomisili di Indonesia, 
dan oleh karenanya tidak diwajibkan untuk memiliki izin-izin tenaga kerja asing 
berupa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas.

G.	 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH 
PENGGABUNGAN
Setelah penggabungan efektif, struktur organisasi Bank Penerima Penggabungan 
adalah sebagai berikut:

H.	 IKHTISAR INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA DAN 
ANALISA MANAJEMEN

	 i.	 Ikhtisar Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per 31 Mei 2018 
(dalam jutaan Rupiah) pada Bank Penerima Penggabungan  
Berikut ini adalah laporan posisi keuangan proforma Bank Penerima 
Penggabungan per tanggal 31 Mei 2018 yang telah direview oleh Kantor Akuntan 
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global 
network). Laporan posisi keuangan proforma ini disusun berdasarkan laporan 
keuangan BTPN dan SMBCI untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2018 yang 
telah diaudit, dengan penyesuaian proforma sesuai dengan Standar Akuntansi 
yang berlaku di Indonesia.

	 LAPORAN POSISI KEUANGAN	 BTPN	 SMBCI 	 Penyesuaian	 Proforma
                     (dalam Jutaan Rupiah)	 Historis	  Historis	 	

ASET				  
Kas	 2.425.320	 17.804	 27.580 	 2.470.704
Giro pada Bank Indonesia	 4.549.512	 4.800.054	 -	 9.349.566
Giro pada bank lain	 860.513	 620.391	 -	 1.480.904
Penempatan pada Bank Indonesia 
  dan bank lain	 4.988.943	 8.807.428	 -	 13.796.371
Tagihan wesel ekspor	 -	 782.098	 -	 782.098
Tagihan akseptasi	 -	 1.498.413	 -	 1.498.413
Efek-efek:				  
    - Aset keuangan tersedia untuk dijual	 1.963.332	 3.166.641	 -	 5.129.973
    - Aset keuangan dimiliki hingga jatuh
      tempo	 5.657.731	 -	 -	 5.657.731
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual
	 kembali (Reverse Repo)	 1.750.311	 -	 -	 1.750.311
Tagihan derivatif	 6.096	 661.159	 -	 667.255
Pinjaman yang diberikan - bersih	 65.768.138	 64.467.353	 -	 130.235.491
Penyertaan saham	 22	 22.500	 -	 22.522
Biaya dibayar dimuka	 2.806.255	 32.654	 -	 2.838.909
Pajak dibayar dimuka	 53.308	 39.352	 -	 92.660
Aset pajak tangguhan - bersih	 60.511	 -	 -	 60.511
Aset tetap - bersih	 1.742.235	 156.130	 -	 1.898.365
Aset tak berwujud - bersih	 851.616	 66.703	 -	 918.319
Aset lain-lain	 211.255	 25.444	 -	 236.699
TOTAL ASET	 93.695.098 	 85.164.124	 27.580	 178.886.802
LIABILITAS				  
Liabilitas segera 	 29.963	 -	 -	 29.963
Simpanan nasabah	 60.986.515	 26.864.387	 -	 87.850.902
Simpanan dari bank lain	 256.666	  10.585.659	 -	 10.842.325 
Liabilitas derivatif	 56.237	 538.962	 -	 595.199
Utang akseptasi	 -	 1.142.707	 -	 1.142.707
Utang pajak	 251.947	 60.296	 -	 312.243
Utang obligasi	 2.167.048	 -	 -	 2.167.048
Pinjaman yang diterima	 5.859.140	 30.314.126	 -	 36.173.266
Surat utang yang diterbitkan	 -	 2.808.621	 -	 2.808.621
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	 -	 136.390	 -	 136.390
Akrual	 283.290	 54.135	 -	 337.425
Liabilitas imbalan kerja karyawan	 106.481	 102.150	 -	 208.631
Pinjaman subordinasi	 -	 3.265.090	 -	 3.265.090
Liabilitas lain-lain	 438.605	 259.902	 -	 698.507
Dana Syirkah Temporer	 5.397.357	 -	 -	 5.397.357
TOTAL LIABILITAS & DANA SYIRKAH 	
TEMPORER	 75.833.249	 76.132.425	 -	 151.965.674

  LAPORAN POSISI KEUANGAN	 BTPN	 SMBCI    	 Penyesuaian	 Proforma
                     (dalam Jutaan Rupiah)	 Historis	  Historis		

EKUITAS				  
Modal saham	 116.808	 2.873.942	 (2.827.794)	 162.956
Tambahan modal disetor	 1.429.728	 107.133	 8.905.998	 10.442.859
Cadangan revaluasi aset tetap	 724.449	 -	 -	 724.449 
Cadangan pembayaran berbasis saham	 268.520	 -	 -	 268.520 
Keuntungan/(kerugian) yang belum 
   	 direalisasi atas efek-efek dalam 
	 kelompok tersedia untuk dijual, 
   	 setelah pajak	 2.323	 (6.243)	 6.243	 2.323
Transaksi dengan kepentingan 
   	 non-pengendali	 (24.267)	 -	 -	 (24.267)
Saldo laba:				  
- Dicadangkan	 30.361	 177.722	 (177.722)	 30.361
- Belum dicadangkan	 14.579.995	 5.879.145	 (5.879.145)	 14.579.995
		  17.127.917	 9.031.699	 27.580	 26.187.196
Saham Treasuri	 (262.404)	 -	 -	 (262.404)
		  16.865.513	 9.031.699	 27.580	 25.924.792
Kepentingan non-pengendali	 996.336	 -	 -	 996.336 
TOTAL EKUITAS	 17.861.849	 9.031.699	 27.580	 26.921.128
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH 
TEMPORER DAN EKUITAS	         93.695.098	    85.164.124	 27.580	 178.886.802

ii.	 Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari 
Penggabungan
Berikut adalah keuntungan, tantangan, dan prospek dari penggabungan:

	 Keuntungan:
	 a.	 Akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas dan lebih murah baik 

secara domestik maupun internasional antara lain karena semakin luasnya 
segmen nasabah yang dapat dilayani serta dukungan yang dari SMBC sebagai 
pemegang saham mayoritas kepada Bank Penerima  Penggabungan akan 
meningkatkan peringkat rating kredit di mata kreditur dan investor;

 	 b.	 Peluang bisnis di segmen-segmen commercial, small medium enterprise 
(SME), dan retail dengan melakukan leverage terhadap supply/value chain dari 
nasabah korporasi (corporate) yang dilayani SMBCI dan para karyawan dari 
nasabah korporasi serta karyawan dalan supply/value chain tersebut. Sehingga 
setelah Penggabungan, Bank Penerima Penggabungan akan memiliki ragam 
nasabah dan potensi penyaluran dana yang lebih luas;

	 c.	 Jaringan layanan cabang yang lebih luas dengan penggabungan jaringan kantor 
dari kedua Bank Peserta Penggabungan untuk melayani nasabah yang saat 
ini belum bisa dijangkau secara optimum sehingga akan dapat meningkatkan 
jumlah nasabah baik perorangan maupun korporasi di seluruh Indonesia;

	 d.	 SMBC Jepang memiliki pengalaman dan keahlian manajemen risiko yang 
sangat ekstensif dengan standard dunia. Pengalaman ini akan bermanfaat 
dalam menghadapi berbagai risiko baik yang terkait dengan proses 
Penggabungan maupun risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar/likuiditas 
dan resiko lainny.a setelah Bank Penerima Penggabungan beroperasi; dan

	 e.	 Bank Penerima Penggabungan juga akan melakukan sinergi sistem teknologi 
dan informasi dengan memanfaatkan pengalaman operasi teknologi dan 
informasi SMBC Jepang demi meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Bank 
Penerima Penggabungan untuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.

	 Tantangan: 
	 i.	 Penyelarasan visi, misi dan budaya perusahaan;
	 ii.	 Penyelarasan struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM) antara lain 

dalam hal kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab karyawan sesuai dengan 
struktur organisasi yang baru, termasuk karyawan karyawan yang memiliki 
kinerja baik dan berpotensi memegang peranan penting dalam Bank Penerima 
Penggabungan;

	 iii.	 Potensi kenaikan biaya operasional dan investasi dikarenakan penyesuaian 
system operasional masing-masing Bank Peserta Penggabungan;

	 iv.	 Kelancaran proses sinergi sistem teknologi informasi antara kedua Bank 
Peserta Penggabungan.

	 Prospek:
	 a.	 Jangkauan pemasaran dan penjualan yang lebih luas dengan adanya akses 

terhadap nasabah BTPN dan SMBCI yang memiliki karakteristik masing-
masing;

	 b.	 Potensi cross selling produk yang lebih besar dengan adanya jenis produk yang 
lebih beragam;

	 c.	 Kemampuan sinergi dan jumlah karyawan yang diharapkan akan lebih 
mendukung strategi perusahaan di masa yang akan datang; dan

	 d.	 Tingkat pendapatan masyarakat yang terus naik dan diikuti juga dengan 
meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dengan bank (bank 
mindedness).

I.	 PENEGASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN
Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, BTPN sebagai Bank Penerima 
Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa BTPN bersedia untuk menerima 
dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-
kewajiban, juga ekuitas SMBCI sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

J.	 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Anggaran dasar BTPN, selaku Bank Penerima Penggabungan, akan mengalami 
perubahan anggaran dasar, yaitu pada Pasal 1 mengenai nama Perseroan, Pasal 
3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, Pasal 4 mengenai modal, 
Pasal 15 mengenai tugas dan wewenang Direksi, Pasal 16 mengenai Rapat Direksi 
dan Pasal 19 Rapat Dewan Komisaris.

K.	 RISIKO PENGGABUNGAN
Direksi dari Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan dan 
menganalisis semua risiko yang terkait dengan Penggabungan dan telah disiapkan 
rencana-rencana tertentu untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Direksi Bank 
Peserta Penggabungan meyakini bahwa tidak terdapat risiko-risiko yang timbul dari 
Penggabungan, selain dari risiko-risiko yang dijelaskan di bagian III poin d.
Dalam menilai risiko-risiko yang terkait dengan Penggabungan, Direksi Bank 
Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan posisi kerugian BTPN sebagai 
Bank Yang Menerima Penggabungan.

  REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam 
Rancangan Penggabungan ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI 
merekomendasikan untuk menggabungkan SMBCI dengan BTPN.
Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank Peserta 
Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan 
visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap 
terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.
Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, maka pada Tanggal Efektif 
Penggabungan SMBCI demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih 
dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SMBCI akan demi hukum beralih ke BTPN.
Penggabungan ini direncanakan akan efektif pada 1 Januari 2019 atau tanggal lain yang 
ditentukan disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan 
sebagaimana disetujui tersebut. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan 
ini, SMBC (sebagai pemegang saham pengendali BTPN) tidak berkendak untuk 
menghapus pencatatan (de-listing) saham BTPN di BEI. Oleh karenanya, setelah 
Tanggal Efektif Penggabungan, BTPN akan melanjutkan statusnya sebagai perusahaan 
terbuka yang tercatat di BEI.
Direksi dan Dewan Komisaris dari BTPN dan SMBCI berpendapat bahwa rencana 
Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Bank Penerima Penggabungan dan oleh 
sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang 
saham publik BTPN.
Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris 
BTPN dan SMBCI dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang 
saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan 
dalam RUPSLB.

PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA 
RUPSLB BTPN
Pemegang saham BTPN yang berhak untuk hadir pada RUPSLB adalah pemegang 
saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham BTPN pada tanggal 4 September 
2018.
Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB dapat memberikan kuasa 
kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya 
kepada BTPN, selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan 
yaitu pada tanggal 4 Oktober 2018. Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan 
membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak 
suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut.
Dalam RUPSLB BTPN, BTPN akan meminta persetujuan dari para pemegang saham 
BTPN atas agenda-agenda sebagai berikut:
1.	 Persetujuan rencana penggabungan BTPN dengan SMBCI beserta dokumen 

transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan 
konsep Akta Penggabungan antara BTPN dan SMBCI; 

2.	 Perubahan Anggaran Dasar BTPN;
3.	 Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan; dan 
4.	 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Hasil 

Penggabungan 
RUPSLB BTPN akan dilaksanakan pada hari, waktu dan tempat sebagai berikut Jumat, 
5 Oktober 2018. RUPSLB BTPN untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh 
paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham 
dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.
Bila kuorum RUPSLB BTPN tidak terpenuhi, rapat kedua dapat mengambil keputusan 
dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit oleh 
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPSLB tersebut.
Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas 
permohonan BTPN, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan 
oleh OJK.
RUPSLB SMBCI
Dalam RUPSLB SMBCI, SMBCI akan meminta persetujuan dari para pemegang saham 
SMBCI atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara BTPN 
dan SMBCI.
RUPSLB SMBCI akan dilaksanakan pada hari, waktu dan tempat sebagai berikut 
Jumat, 5 Oktober 2018. RUPSLB SMBCI untuk menyetujui Penggabungan harus 
dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

 LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMEGANG SAHAM 
BANK PESERTA PENGGABUNGAN

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Bank 
Peserta Penggabungan:
1.	 Masing-masing pemegang saham dari BTPN dan SMBCI telah membaca 

Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
2.	 Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dinyatakan dalam bagian tentang Persyaratan RUPSLB dan 
Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara 
pada RUPSLB;

3.	 Bagi pemegang saham BTPN dan SMBCI yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, 
maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari Surat 
Kuasa.

PERKIRAAN TANGGAL – TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGABUNGAN

	 No.	 Kegiatan	 Pelaksanaan
	 1.	 Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB kepada OJK.	 24 Juli 2018
	 2.	 Persetujuan Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI atas 	 1 Agustus 2018
		  Rancangan Penggabungan.	
	 3.	 a.	Direksi BTPN dan SMBCI mengumumkan Ringkasan Rancangan 	 2 Agustus 2018
			   Penggabungan dalam surat kabar harian.
		  b.	Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang 
			   berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh 
			   Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI beserta dokumen-dokumen 
			   pendukung.
		  c.	 Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB.
		  d.	Direksi BTPN dan SMBCI memberikan pemberitahuan secara 
			   tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan.
		  e.	Tersedianya Surat Edaran untuk pemegang saham BTPN dan SMBCI. 	

	4.	 Penyampaian permohonan pencatatan saham hasil Penggabungan ke BEI	 3 Agustus 2018
	5.	 Batas waktu bagi para kreditur BTPN dan SMBCI untuk 
		  mengajukan keberatan.	 29 Agustus 2018
	6.	 Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar 
		  Pemegang Saham BTPN yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang 
		  mempunyai hak untuk menjual sahamnya. 	 4 September 2018
	7.	 Direksi BTPN melakukan pemanggilan RUPSLB dalam dua surat kabar	 5 September 2018
	8.	 Direksi BTPN dan SMBCI mengumumkan Tambahan dan/atau 	 5 September 2018
		  Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah 
		  diumumkan pada 2 Agustus 2018 dalam surat kabar harian	

	 9.	 Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) 	 1 Oktober 2018
		  atas rencana Penggabungan.	
	 10.	 Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan 	 2 Oktober 2018
		  Penggabungan yang diajukan ke OJK (Pengawas Pasar Modal) 
		  menjadi efektif.	
	 11.	 Direksi BTPN dan SMBCI mengumumkan Tambahan dan/atau Perubahan 	 3 Oktober 2018
		  atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diumumkan 
		  pada 2 Agustus 2018 dan 5 September 2018 dalam surat kabar harian	
	 12.	 a.	RUPSLB BTPN dan SMBCI.
		  b.	Direksi BTPN dan SMBCI menandatangani Akta Penggabungan 	 5 Oktober 2018
			   berdasarkan rancangan Akta Penggabungan yang telah disetujui 
			   oleh RUPSLB.	
	 13.	 a.	Pemberitahuan hasil RUPSLB BTPN kepada OJK (Pengawas 	 8 Oktober 2018	
			   Pasar Modal) dan BEI serta mengumumkan hasil RUPSLB 
			   BTPN tersebut kepada masyarakat dalam 2 surat kabar berbahasa 
			   Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
		  b.	Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK (Pengawas 
			   Pasar Modal) dan BEI.	
	 14.		  Periode pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang 	 8 Oktober 2018 – 
			   saham BTPN yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	 19 Oktober 2018 
				    (apabila periode ini 	
				    diperpanjang, BTPN 	
				    akan membuat sebuah 	
				    pengumuman atas 	
				    perubahan tersebut)
	 15.	 a.	Pengajuan permohonan Izin Penggabungan kepada OJK 	 12 Oktober 2018
			   (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan).
		  b.	Pengajuan permohonan penggabungan sistem pembayaran 
			   BTPN dan SMBCI ke Bank Indonesia.	
	 16.	 a.	Tanggal perkiraan diterimanya persetujuan OJK (Departemen 	 12 November 2018
			   Perizinan dan Informasi Perbankan) terkait dengan Penggabungan.
		  b.	SMBC menyampaikan permohonan ke JFSA untuk menjadikan 
			   BTPN sebagai anak perusahaan.	
	 17.	 Penyampaian salinan persetujuan OJK (Departemen Perizinan dan 	 12 November 2018
		  Informasi Perbankan) terkait dengan Penggabungan kepada BEI.	
	 18.	 a.	Tanggal perkiraan JFSA menerbitkan persetujuan permohonan untuk 	 12 Desember 2018
			   menjadikan BTPN sebagai Subsidiary Company SMBC.
		  b.	Penyampaian dokumen fisik Akta Penggabungan dan Perubahan 
			   Anggaran Dasar bank hasil penggabungan kepada Menkumham.	
	 19.	 a.	Tanggal perkiraan diterimanya (i) penerimaan pemberitahuan dari 	 21 Desember 2018
			   Menkumham atas Penggabungan dan perubahan komposisi 
			   kepemilikan saham dan (ii) persetujuan perubahan anggaran 
			   dasar BTPN selaku bank hasil penggabungan.
		  b.	Perkiraan tanggal Bank Indonesia menerbitkan persetujuan 
			   penggabungan sistem pembayaran BTPN dan SMBCI.	
	 20.	 BEI menyampaikan persetujuan prinsip pencatatan saham Bank Hasil 	 26 Desember 2018
		  Penggabungan	
	 21.	 Tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang 	 27 Desember 2018
		  saham publik BTPN yang menjual sahamnya	
	 22.	 Tanggal Perdagangan terakhir saham BTPN sebelum Penggabungan 	 28 Desember 2018
		  pada BEI	
	 23.	 Tanggal Efektif Penggabungan	 1 Januari 2019 
				    atau tanggal lain 	
				    yang disetujui oleh 
				    BTPN dan SMBCI 
				    yang merupakan 	
				    tanggal 		
				    pertama dari bulan 	
				    sebagaimana disetujui 	
				    tersebut
	 24.	 a.	Tanggal Efektif Perdagangan saham bank hasil penggabungan di BEI.	 Tanggal yang
		  b.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Bank Penerima 	 merupakan 1 hari
			   Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 	 bursa setelah
			   Indonesia.	 Tanggal Efektif	
		  c.	 Penyampaian perubahan Anggaran dasar dan persetujuan ke BEI.	 Penggabungan	
		  d.	SMBC melaporkan efektif Penggabungan ke JFSA.	
	 25.	 Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK 	 Tanggal yang
		  terkait Transaksi Afiliasi atas Penggabungan	 merupakan 2 hari 
				    bursa setelah 
				    Tanggal Efektif 	
				    Penggabungan

PIHAK-PIHAK INDEPENDEN
Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan 
adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik Independen untuk BTPN, 	 :	 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, 	
dan Proses Penggabungan		  Wibisana, Rintis & Rekan 
Akuntan Publik Independen untuk SMBCI	 :	 Kantor Akuntan Publik Siddharta, 	
		  Widjaja & Rekan
Konsultan Hukum untuk BTPN 	 :	 Assegaf Hamzah & Partners 	
Penilai Nilai Saham dari SMBCI	 :	 KJPP Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan	
Penilai Nilai Saham dari BTPN dan Penggabungan	 :	 KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan
Notaris	 :	 Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. 	
Biro Administrasi Efek BTPN	 :	 PT Datindo Entrycom 
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk	 :	 PT Mandiri Sekuritas

INFORMASI TAMBAHAN
Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana 
Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Corporate Secretary

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026308

Website : www.btpn.com
E-mail : corporate.communications@btpn.com

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Corporate Legal Department
Menara BTPN, Lantai 33 - 37

CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6

Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62 21 80862500

Fax : +62 21 80862501
Website : www.smbc.co.id 

E-mail : ask_smbci@id.smbc.co.jp 

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

langkah strategis yang optimal di bidang sumber daya manusia antara lain dengan 
mensosialisasikan kepada para pekerja Bank Peserta Penggabungan mengenai 
tujuan dari Penggabungan dan potensi pertumbuhan Bank Penerima Penggabungan 
yang akan membuka peluang berkarir yang lebih luas dan terbuka di Bank Penerima 
Penggabungan. 

H.	 Tata Cara/Prosedur Penggabungan 
	 a.	 Persyaratan Penggabungan 
		  Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana 

Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:
	 a.	 diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-

masing Bank Peserta Penggabungan dan atau dilaksanakannya tindakan yang 
diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-
masing Bank Peserta Penggabungan merupakan pihak;

	 b.	 diperolehnya pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal);
		  pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, Bank Penerima Penggabungan telah 

memperoleh pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) sebagaimana 
ternyata dari surat No. S-138/D.04/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

	 c.	 diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing BTPN dan SMBCI atau 
melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan); 

	 d.	 diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi 
Perbankan);

	 e.	 ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh BTPN dan SMBCI di hadapan notaris; 
	 f.	 diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang.
		  Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, SMBC selaku pemegang saham 

Bank Penerima Penggabungan belum memperoleh persetujuan dari JFSA untuk 
menjadikan BTPN sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari SMBC. 
SMBC akan mengajukan permohonan kepada JFSA untuk menjadikan BTPN sebagai 
Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari SMBC berdasarkan the Banking Act 
of Japan (Act No. 59 of 1981) setelah BTPN memperoleh Izin Penggabungan dari 
OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan). Berdasarkan surat tanggal 
24 Agustus 2018 dari SMBC kepada BTPN, SMBC menyatakan bahwa pada tanggal 
surat tersebut, SMBC sedang dalam proses untuk memperoleh surat rekomendasi 
dari JFSA yang menyatakan bahwa JFSA tidak memiliki keberatan terhadap rencana 
Penggabungan. Surat tersebut akan disampaikan sebagai bagian dari proses 
permohonan Izin Penggabungan kepada OJK (Departemen Perizinan dan Informasi 
Perbankan); dan

	 g.	 diperolehnya bukti pemberitahuan dan/ persetujuan dari Menkumham atas Perubahan 
Anggaran Dasar dari Bank Hasil Penggabungan.

	 b.	 Konversi Saham 
	 a.	 Dasar Perhitungan Konversi Saham
		  Dasar untuk menghitung konversi saham BTPN dan SMBCI menjadi saham Bank 

Penerima Penggabungan adalah berdasarkan Hasil Penilai Independen atas Nilai 
Pasar Wajar dari Saham Bank Peserta Penggabungan yang dibuat oleh KJPP 
JKR sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Keterangan Tentang Rencana 
Penggabungan pada poin E angka 1.

	 b.	 Metodologi dan Tata Cara Konversi Saham
		  Secara teori, persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham BTPN dan 

SMBCI akan terdilusi secara proporsional berdasarkan rasio konversi, dimana setiap 
1 (satu) saham di SMBCI akan setara dengan 799,1971 saham di BTPN.

		  Berdasarkan hasil penilaian BTPN dan SMBCI sebagaimana dinyatakan di atas, 
setiap 1 saham yang dimiliki oleh SMBC, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk di SMBCI bersama-sama secara teoritis berhak 
atas tambahan 2.296.846.112 saham di BTPN atau merupakan 28,19% dari jumlah 
modal yang diperbesar (enlarged capital) di BTPN setelah Penggabungan yaitu 
sejumlah 8.147.803.969 saham. Sehingga setiap saham yang dimiliki oleh SMBC 
secara teoritis akan ditukar untuk 2.261.870.050 saham di BTPN yang berasal dari 
peningkatan modal BTPN setelah Penggabungan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil 
penilaian, SMBC berhak untuk memiliki 27,76% dari saham di BTPN, selaku Bank 
Penerima Penggabungan ketika Penggabungan berlaku efektif.

	 c.	 Hasil Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama Atas Metode dan Tata Cara 
Konversi Saham

		  Hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas metode dan tata cara 
konversi saham dapat dilihat pada Laporan Akuntan Independen atas Penerapan 
Prosedur Yang Disepakati Bersama No. N20180730001/DC2/ANG/2018 tanggal 30 
Juli 2018 yang dkeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 
Rekan (a member firm of PwC global network) sehubungan dengan metode dan tata 
cara konversi saham Bank Peserta Penggabungan. 

	 c.	 Analisa Aspek Hukum Penggabungan
		  Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum 

independen untuk dan atas nama BTPN sehubungan dengan rencana Penggabungan 
antara BTPN dan SMBCI. 

		  Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas SMBCI dan BTPN: 
	 a.	 Rencana Penggabungan telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank BTPN dan 

SMBCI Tahun 2018 yang telah disampaikan BTPN kepada OJK pada tanggal 29 Juni 
2018 dan pada tanggal 2 Agustus 2018 serta yang telah disampaikan SMBCI kepada 
OJK pada tanggal 22 Februari 2018 dan pada tanggal 29 Juni 2018.

	 b.	 Direksi BTPN dan SMBCI telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan 
Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari  Dewan Komisaris BTPN 
dan SMBCI pada tanggal 1 Agustus 2018. Rancangan Penggabungan telah dibuat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada peraturan dibidang pasar modal.

	 c.	 BTPN dan SMBCI telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dan 
Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Rancangan Penggabungan dalam 
2 (dua) surat kabar harian nasional masing-masing berbahasa Indonesia dan 
berbahasa Inggris yaitu harian Bisnis Indonesia dan the Jakarta Post masing-masing 
pada tanggal 2 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 3 Oktober 2018.

	 d.	 Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, BTPN 
telah mengajukan Pernyataan Penggabungan Usaha beserta tambahan informasi 
sehubungan dengan Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK (Pengawas 
Pasar Modal) pada tanggal 2 Agustus 2018, 30 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 
21 September 2018.

	 e.	 Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar 
Modal; (iii) PP No. 28/1999; (iv) POJK No. 74/2016; dan (v) SK BI No. 32/1999.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-
persyaratan sebagai berikut:

	 i.	 diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari 
masing-masing BTPN dan SMBCI dan atau dilaksanakannya tindakan yang 
diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana 
masing-masing BTPN dan SMBCI merupakan pihak;

	 ii.	 diperolehnya pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal);
	 iii.	 diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dari BTPN terhadap rencana 

penggabungan BTPN dengan SMBCI beserta dokumen transaksi yang 
diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta 
Penggabungan BTPN dengan SMBCI, persetujuan mana berdasarkan POJK 
No. 32/2014 dan Anggaran Dasar BTPN untuk RUPSLB BTPN hanya sah 
apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per 
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam 
RUPSLB.

		  Dalam hal kuorum dalam RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka 
RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang 
saham BTPN yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih 
dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah 
dalam RUPSLB tersebut.

		  Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas 
permohonan BTPN, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga 
ditetapkan oleh OJK.

	 iv.	 diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dari SMBCI terhadap Rancangan 
Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPT, PP No. 
28/1999 dan Anggaran Dasar SMBCI untuk RUPSLB SMBCI persetujuan 
mana hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah 
seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh 
lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan;

	 v.	 diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan 
Informasi Perbankan);

		  BTPN maupun SMBCI belum memperoleh Izin Penggabungan dari OJK 
Perbankan. 

		  BTPN dan SMBCI akan menyampaikan permohonan Izin Penggabungan 
kepada OJK Perbankan setelah diperolehnya persetujuan pemegang 
saham dari masing-masing BTPN dan SMBCI dalam RUPSLB yang akan 
diselenggarakan oleh BTPN dan SMBCI pada tanggal 5 Oktober 2018;

	 vi.	 ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh BTPN dan SMBCI di hadapan 
notaris;

	 vii.	diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan 
SMBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
Jepang; dan

	 viii.	diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas 
Perubahan Anggaran Dasar dari Bank Penerima Penggabungan. 

	 f.	 Pada Tanggal Efektif Penggabungan, BTPN akan bertindak sebagai Bank 
Penerima Penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka 
SMBCI akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih 
dahulu, karenanya seluruh aktiva dan pasiva SMBCI beralih karena hukum 
kepada BTPN, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun 
tidak bergerak, serta tagihan-tagihan SMBCI, yang timbul karena berlakunya 
suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap 
pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua 
kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban 
SMBCI kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BTPN, termasuk 
namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik 
Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, 
pemegang saham, dan pihak lain. 

	 g.	 Penggabungan antara BTPN dan SMBCI termasuk dalam kategori Transaksi 
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan pada 
saat akan dilaksanakannya Penggabungan, BTPN dan SMBCI dikendalikan 
secara langsung oleh pihak yang sama yaitu SMBC. Oleh karena itu, BTPN akan 
mengumumkan keterbukaan informasi atas Penggabungan kepada masyarakat 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Transaksi 
ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IX.E.1.

	 h.	 Berdasarkan PP No. 57/2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai 
aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak 
tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha.  PP No. 
57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak 
berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana 
terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. 
Apabila Penggabungan SMBCI dengan BTPN telah berlaku efektif, maka 
transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP 
No. 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan tersebut, 
BTPN dan SMBCI dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu 
SMBC, sehingga dengan demikian pada saat Penggabungan dilakukan SMBCI 
merupakan pihak terafiliasi dari BTPN.

	 i.	 Penggabungan SMBCI dengan BTPN dilakukan dengan mengadakan 
perubahan Anggaran Dasar BTPN, sehingga sesuai ketentuan PP No. 27/1998 
dan POJK No. 74/2016, Penggabungan akan berlaku ketika diperolehnya bukti 
pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran 
Dasar BTPN. 

d.	 Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan
Struktur kepemilikan Bank Penerima Penggabungan per 31 Agustus 2018 sebelum 
Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	 Nilai Nominal Rp 20 per saham
	 Jumlah Saham	 Nominal (Rp)	 (%)
Modal Dasar	 15.000.000.000	 300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	       2.336.114.903	 46.722.298.060	 39,93
Summit Global Capital Management B.V.	 1.168.057.451	 23.361.149.020	 19,96
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	 2.251.586.603	 45.031.732.060	 38,48
	 5.755.758.957	 115.115.179.140	 98,37
Saham Treasuri	 95.198.900	 1.903.978.000	 1,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 5.850.957.857	 117.019.157.140	 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	  9.149.042.143	 182.980.842.860	

Sedangkan struktur kepemilikan Bank Penerima Penggabungan setelah 
Penggabungan adalah sebagai berikut (dengan asumsi tidak ada pemegang saham 
BTPN dan SMBCI yang akan menjual saham yang dimilikinya):
Keterangan	 Nilai Nominal Rp 20 per saham

	 Jumlah Saham	 Nominal (Rp)	 (%)
Modal Dasar	 15.000.000.000	 300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	 4.597.984.953	 91.959.699.062	 56,43
Summit Global Capital Management B.V.	 1.168.057.451	 23.361.149.020	 14,34
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	 12.007.137	 240. 142.745	 0,15
PT Bank Central Asia Tbk	 22.968.925	 459.378.493	 0,28
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	 2.251.586.603	 45.031.732.060	 27,63
	 8.052.605.069	 161.052.701.380	 98,83
Saham Treasuri	 95.198.900	 1.903.978.000	 1,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	 8.147.803.969	 162.956.079.380	 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	 6.852.196.031	 137.043.920.620	

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 56/2016, batas maksimum 
kepemilikan saham pada bank adalah 40% dari modal disetor bank. Sehubungan 
dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 56/2016, pemegang 
saham pada bank yang melakukan penggabungan atau peleburan dapat memiliki 
saham bank hasil penggabungan atau peleburan lebih dari batas maksimum 
kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam 
jangka waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. No. 56/2016, SMBC selaku 
pemegang saham bank hasil Penggabungan dapat memiliki saham BTPN lebih dari 
40% karena kepemilikan tersebut merupakan hasil Penggabungan.
BTPN telah menyampaikan penyataan penggabungan kepada OJK Pengawas 
Pasar Modal pada tanggal 2 Agustus 2018, 30 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 
21 September 2018 untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana tercantum 
dalam POJK No. 74/2016.
Setelah BTPN memperoleh pernyataan efektif dari OJK Pengawas Pasar Modal dan 
persetujuan pemegang saham BTPN dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan 
pada tanggal 5 Oktober 2018, BTPN akan mengajukan permohonan izin 
penggabungan kepada OJK Pengawas Perbankan.

e.	 Pelaksanaan Peraturan BEI sehubungan dengan Penggabungan
Berikut ini peraturan BEI sehubungan pelaksanaan Penggabungan:

	 a.	 BEI akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan 
perdagangan saham sebelum dan sesudah rencana penggabungan selambat 
lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah diterimanya informasi mengenai 
rencana penggabungan (“Pengumuman oleh BEI”).

	 b.	 Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, maka saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham SMBCI akan dikonversi menjadi saham BTPN sebagai Bank 
Penerima Penggabungan.

	 c.	 Bukti kepemilikan saham Bank Penerima Penggabungan mempunyai nilai tukar 
sesuai dengan rasio penukaran dengan saham Bank Penerima Penggabungan.

	 d.	 Bukti kepemilikan saham Bank Penerima Penggabungan dapat digunakan 
dalam penyelesaian transaksi bursa atas saham Bank Penerima Penggabungan 
sampai dengan tanggal Pengumuman Penggabungan oleh BEI.

	 e.	 Bank Penerima Penggabungan wajib menyelesaikan penukaran bukti 
kepemilikan saham dalam waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan BEI No. I-G.

Prosedur konversi saham Bank Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:
	 a.	 Sejak Tanggal Efektif Penggabungan, Daftar Pemegang Saham BTPN akan 

diadministrasikan oleh BAE yang ditunjuk, yaitu PT Datindo Entrycom. Transaksi 
tutup sendiri (crossing) atas pembelian saham-saham milik para pemegang 
saham BTPN yang ingin menjual sahamnya terkait dengan Penggabungan 
dalam RUPSLB BTPN dan telah meminta secara sah agar saham-saham 
mereka dibeli akan dilakukan pembayarannya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 
dikeluarkannya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham 
atas perubahan anggaran dasar Bank Penerima Penggabungan;

	 b.	 Pada tanggal Tanggal Efektif Penggabungan, BAE dari Bank Penerima 
Penggabungan akan mengkonversikan seluruh saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham SMBCI menjadi saham BTPN berdasarkan rasio yang telah 
ditentukan.

f.	 Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi 
Untuk Rencana Penggabungan Usaha

	 i.	 Transaksi Pihak Terafiliasi 
Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Hal ini dikarenakan pada 
waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, BTPN dan SMBCI dikendalikan 
secara langsung oleh pihak yang sama yaitu SMBC. Oleh karena itu, BTPN akan 
mengumumkan keterbukaan informasi atas Penggabungan kepada masyarakat 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Transaksi 
ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IX.E.1.

	 ii.	 Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan	
Rencana Penggabungan akan menjadi efektif setelah diperolehnya bukti 
pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran 
Dasar BTPN yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 atau 
tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal 
pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut. Perkiraan jadwal untuk 
tanggal-tanggal penting dari proses rencana Penggabungan terdapat di bagian 
Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Penggabungan.

	 iii.	 Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan	
Transaksi penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan metode 
penyatuan kepemilikan (pooling of interest), dimana penggabungan usaha 
dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Dalam kombinasi bisnis entitas 
sepengendali, BTPN sebagai entitas penerima penggabungan yang melanjutkan 
bisnis, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan aset neto dari 
transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikan dalam 
pos tambahan modal disetor. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan 
pada saat terjadinya.

		  Transaksi saldo antara BTPN dan SMBCI telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi 
SMBCI disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan 
kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh BTPN.

	 iv.	 Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan 
	 i.	 Pajak Penghasilan Badan
	 •	 Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan 

harta yang dialihkan   dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah 
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, 
kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.

	 •	 Menkeu menerbitkan PMK No. 52/PMK.010/2017, dimana berdasarkan 
peraturan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas 
pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, 
atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.

	 •	 Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk 
penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri 
yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh 
harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak 
mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal 
yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan 
harta dan kewajiban tersebut.

	 •	 Wajib pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan 
harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai 
buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

	 (1)	 Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) 
bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, 
dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan 
usaha;

	 (2)	 Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);
	 (3)	 Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap 

wajib pajak badan dalam negeri terkait.
	 •	 Persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) terpenuhi apabila:
	 (1)	 Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan 

sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta 
tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;

	 (2)	 Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih 
berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;

	 (3)	 Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum 
penggabungan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang 
menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah 
tanggal efektif penggabungan usaha;

	 (4)	 Kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta dalam rangka 
penggabungan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) 
tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan

	 (5)	 Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib pajak yang 
menerima ha rta yang berasal dari penggabungan usaha tidak 
dipindahtangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling 
singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan 
usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan 
peningkatan efisiensi perusahaan.

	 •	 Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku 
merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan 
usaha.  Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal 
efektif penggabungan usaha.

	 •	 Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh wajib pajak yang 
menerima harta dalam hal penggabungan usaha.

	 •	 Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas 
permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.  Apabila dalam jangka 
waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap 
permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

	 •	 Wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak 
boleh mengompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak badan 
yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.

	 •	 Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka 
penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai 
nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang 
mengalihkan.  Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:

	 (1)	 Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi 
amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau

	 (2)	 Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau 
amortisasi.

	 •	 Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan 
berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam 
pembukuan pihak yang mengalihkan.

	 •	 Dalam hal terdapat utang piutang antara wajib pajak yang melakukan 
pengalihan harta dan wajib pajak yang menerima pengalihan harta 
dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan 
cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya pendapatan atas 
penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

	 •	 Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, 
jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak yang menerima 
harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan 
angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang 
terkait sebelum penggabungan usaha.

	 •	 Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang 
mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa 
pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya 
penggabungan usaha, beralih kepada wajib pajak yang menerima 
pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank 
Penerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta 
dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen 
Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menkeu No. 52/PMK.010/2017 telah dipenuhi. 

	 ii.	 Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak 
dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan   usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang 
kena pajak, dengan   syarat   pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. 

g.	 Hak-hak Pegawai 
Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan, diharapkan seluruh pekerja dari Bank 
Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi pekerja Bank Penerima 
Penggabungan. Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Bank 
Yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif 
Penggabungan. 
Dengan dilakukannya Penggabungan status badan hukum SMBCI akan 
berakhir. Dengan demikian, hubungan kerja antara SMBCI dan karyawan Bank 
Yang Menggabungkan Diri akan berakhir saat Penggabungan menjadi efektif. 
Bank Penerima Penggabungan akan memberikan penawaran kerja kepada 
seluruh pegawai Bank Yang Menggabungkan Diri untuk bergabung pada saat 
Penggabungan menjadi efektif dimana masa kerja karyawan akan dimulai dari 
0 tahun. Bank Yang Menggabungkan Diri akan memberikan kepada seluruh 
karyawannya suatu paket pembayaran pengakhiran hubungan kerja berdasarkan 
Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana setiap karyawan 
berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian 
hak. Untuk memaksimalkan bergabungnya pekerja Bank Yang Menggabungkan Diri, 
Bank Peserta Penggabungan akan bersama-samamelakukan kajian strategis yang 
optimal atas sumber daya manusia dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan terkait 
yang diperlukan. 
Berikut rincian jumlah pegawai sebelum dan sesudah Penggabungan (dengan 
asumsi seluruh karyawan SMBCI bergabung seluruhnya dengan BTPN):
	 Status Karyawan	 Sebelum Penggabungan Usaha	 Setelah
		  Posisi 31 Juli 2018	 Penggabungan 
			   Usaha
	 BTPN 	 SMBCI	 BTPN-SMBCI
Karyawan Tetap	 6.516	 436	 6.952
Karyawan Kontrak	 1.286	 0	 1.286
Total Karyawan	 7.802	 436	 8.238
Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, BTPN memiliki Program Pemberian 
Hak Opsi Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & Employee 
Stock Options Program (“MESOP”) BTPN dan Program Pemberian Hak Opsi Saham 
Kepada Karyawan BTPN (Employee Stock Options Program (“ESOP”) yang masih 
berjalan dengan syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam keterbukaan 
informasi yang telah diterbitkan oleh BTPN pada 17 Maret 2015 dan 27 April 
2016 serta telah mendapatkan persetujuan pemegang saham BTPN berdasarkan 
RUPSLB tanggal 26 Maret 2015 dan 29 April 2016 dan berlaku terhadap karyawan 
dan manajemen BTPN sebelum Penggabungan. Berikut ini adalah uraian ESOP 
dan MESOP tersebut pada posisi 31 Juli 2018:
	 No.		  Uraian	 Jumlah
	 1.	 Jumlah ESOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku 	 41.650.400
	 2.	 Jumlah MESOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku 	 115.740.000

h. 	 Hak-hak Pemegang Saham 
Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, para pemegang saham 
minoritas SMBCI, tidak berkehendak untuk menjual sahamnya dalam rangka proses 
Penggabungan ini.
Setiap pemegang saham BTPN akan diberi kesempatan untuk menjual saham-
sahamnya kepada Pembeli Siaga dengan harga Rp 4.282 per saham BTPN yang 
merupakan nilai pasar wajar sebagaimana dinilai oleh KJPP JKR dimana harga 
tersebut merupakan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata 90 hari tertinggi 
perdagangan harian di bursa efek selama 90 hari kalender terakhir sebelum 
disetujuinya Rencana Penggabungan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank 
Peserta Penggabungan pada tanggal 1 Agustus 2018.
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 1 Agustus 2018 antara BTPN 
dengan SMBC (”Perjanjian Pembelian Siaga”), BTPN setuju untuk menunjuk 
SMBC menjadi Pembeli Siaga yang akan membeli saham dari para pemegang 
saham BTPN yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam program penawaran 
pembelian saham yang akan dilakukan sehubungan dengan Penggabungan. 
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, pembelian tersebut hanya dapat dilakukan 
apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi, termasuk diperolehnya izin 
Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) dan 
diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang. 
Para pemegang saham BTPN yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh 
Pembeli Siaga adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham BTPN pada tanggal 4 September 2018, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum 
tanggal panggilan RUPSLB. Apabila terdapat pemegang saham BTPN yang 
meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga, namun namanya tidak tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham BTPN pada tanggal 4 September 2018, maka pemegang 
saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga 
(“Pemegang Saham Yang Tidak Berhak”).
Tata cara pelaksanaan pembelian saham: 

	 1.	 Pemegang saham BTPN yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka 
wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham.

 	 2.	 Para pemegang saham BTPN yang telah melengkapi Formulir Pernyataan 
Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham 
tersebut kepada BAE yang ditunjuk, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. 
Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta - 10120. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut 
harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama 
periode yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 
19 Oktober 2018 (“Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual”). Tanggal 
berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dapat diperpanjang 
di kemudian hari.  Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya 
Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, BTPN selaku Bank Penerima 
Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut. 

	 3.	 Pemegang saham BTPN yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual 
Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan 
instruksi jual kepada masing-masing perusahaan efek atau bank kustodian 
yang menyimpan saham para pemegang saham BTPN tersebut ke rekening 
penampungan yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-
96 (“Rekening Penampungan”) selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk 
Menjual. 

	 4.	 Seluruh instruksi yang telah diberikan oleh pemegang saham BTPN agar saham-
saham yang dimilikinya dialihkan ke Rekening Penampungan harus dianggap 
final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

	 5.	 Pemegang saham BTPN yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual 
sahamnya dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual namun sampai 
tanggal berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual pada 
tanggal 19 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke 
dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap 
membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham. 

	 6.	 Pembayaran dari pembelian saham akan dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah 
tanggal dikeluarkannya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari 
Menkumham atas perubahan anggaran dasar BTPN (“Tanggal Pembayaran”). 
Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, BTPN selaku Bank 
Penerima Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan 
tersebut.

	 7.	 Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Berhak, namun telah 
mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut 
akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak 
mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya 
kepada BAE.

	 8.	 Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan 
saham-saham yang ada di Rekening Penampungan ke rekening efek yang 
dimiliki oleh perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Pembeli Siaga 
untuk menangani pembelian saham dari pemegang saham BTPN, dan harus 
menyelesaikan pembelian tersebut dengan melakukan pembayaran kepada 
pemegang saham terkait atas nama Pembeli Siaga.

	 9.	 Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-
saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan 
pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan 
pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.

	 10.	Pemegang saham BTPN yang memegang saham warkat yang berniat untuk 
menjual saham mereka sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan 
waktu untuk menghubungi dan menunjuk perantara pedagang efek untuk 
mengkonversikan saham-saham warkat mereka ke saham-saham tanpa warkat 
(scripless) melalui PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dari BTPN, 
selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sebelum Periode Pernyataan 
Kehendak Untuk Menjual berakhir. Biaya konversi saham tersebut merupakan 
beban pemegang saham. Untuk pemegang saham yang tidak memiliki rekening 
efek diwajibkan untuk membuka rekening efek terlebih dahulu. 

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, SMBC (sebagai pemegang 
saham pengendali BTPN) tidak berkehendak untuk menghapus pencatatan (de-
listing) saham BPTN di BEI. Apabila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang 
saham BTPN kepada SMBC (selaku Pembeli Siaga dalam penawaran pembelian 
saham sebagaimana diatur di atas), kepemilikan saham dari pemegang saham 
publik di BTPN sebagai Bank Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas 
yang ditentukan oleh OJK atau BEI, maka BTPN dan/atau SMBC akan melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan guna memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh 
OJK atau BEI dan akan mempertahankan kedudukan BTPN sebagai perusahaan 
publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam hal tidak diperolehnya Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK (Pengawas 
Pasar Modal), Izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi 
Perbankan) dan/atau tidak diperolehnya persetujuan dari JFSA kepada SMBC untuk 
menjadikan BTPN sebagai anak perusahaan SMBC, maka Direksi Bank Peserta 
Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan 
Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara 
yang ditetapkan lebih lanjut, Bank Peserta Penggabungan akan membuat sebuah 
pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan, maka 
Direksi BTPN dan Direksi SMBCI wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

	 1.	 menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing BTPN dan SMBCI untuk 
membatalkan atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil 
dalam RUPSLB BTPN dan RUPSLB SMBCI mengenai atau yang berkaitan 
dengan Penggabungan;

	 2.	 mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara 
lain, namun tidak terbatas pada, OJK dan JFSA, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja 
sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;

	 3.	 mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing BTPN 
dan SMBCI, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan 
Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;

	 4.	 mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan 
Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling 
lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB angka 1 di atas.

i.	 Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
	 i.	 Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga 
yang telah ditandatangani oleh Bank Yang Menggabungkan Diri akan beralih 
demi hukum kepada Bank Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif 
Penggabungan.
Dengan demikian, Bank Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi 
Bank Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua 
hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian 
atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut 
menegaskan sebaliknya.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN dan SMBCI telah menandatangani 
perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Beberapa dari perjanjian-perjanjian 
tersebut memuat pembatasan bagi SMBCI untuk melakukan Penggabungan. 
Dengan demikian, manajemen dari SMBCI akan menggunakan upaya 
terbaik mereka untuk memastikan bahwa persetujuan yang diperlukan untuk 
Penggabungan yang direncanakan akan diperoleh dari pihak terkait pada 
perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau pemberitahuan yang diperlukan untuk 
Penggabungan yang direncanakan akan diberikan kepada pihak tersebut sesuai 
dengan syarat dari perjanjian-perjanjian terkait.

	 ii.	 Kreditur
Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, 
para kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dapat 
mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan 7 (tujuh) 
hari sebelum pemanggilan RUPSLB (“Batas Waktu Pernyataan Keberatan”) 
Pada tanggal 2 Agustus 2018, masing-masing Bank Peserta Penggabungan 
telah mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan, dalam dua surat 
kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-
masing Bank Peserta Penggabungan. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 
2018 dan 3 Oktober 2018, Direksi BTPN dan SMBCI secara bersama-sama 
telah mengumumkan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas ringkasan 
Rancangan Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2018 
dan 3 Oktober 2018 melalui 2 (dua) surat kabar harian nasional masing-masing 
berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yaitu harian Bisnis Indonesia dan 
the Jakarta Post.
Sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, tidak terdapat kreditur 
atau pihak ketiga dari Perseroan dan SMBCI yang mengajukan keberatan atas 
rencana Penggabungan.
Berdasarkan perjanjian-perjanjian antara BTPN dengan para krediturnya, tidak 
terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) bagi BTPN untuk 
melakukan Penggabungan. Berdasarkan perjanjian-perjanjian antara SMBCI 
dengan para krediturnya, terdapat 1 (satu) kreditur SMBCI yaitu PT Bank Central 
Asia Tbk (“BCA”), yang mensyaratkan SMBCI untuk memperoleh persetujuan 
terlebih dahulu untuk melakukan Penggabungan. SMBCI telah memperoleh 
persetujuan dari BCA selaku kreditur SMBCI terkait dengan penggabungan 
sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor 159/FIG/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

KETERANGAN TERKAIT BANK PENERIMA PENGGABUNGAN
A.	 BANK PENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Bank Penerima Penggabungan adalah PT Bank BTPN Tbk. memiliki kantor 
pusat yang beralamat di Menara BTPN - Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide 
Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950, nomor telepon (+62 
21) 30026200, nomor faksimili (+62 21) 30026308. Alamat website di: www.btpn.
com, dan email di: corporate.communicationssecretary@btpn.com.

B.	 VISI DAN MISI
Landasan dasar integrasi Bank Penerima Penggabungan adalah untuk melayani 
nasabah SMBCI dan BTPN agar mereka dapat mencapai tujuan dan aspirasi 
mereka dengan cara yang terbaik, serta diharapkan juga memberikan dampak positif 
kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Bank Penerima Penggabungan 
akan menjadi mitra yang dapat diandalkan dan dipercaya, yang mampu memahami 
dan memenuhi secara efektif kebutuhan finansial nasabah Bank Penerima 
Penggabungan yang terus berkembang. 
Visi Bank Penerima Penggabungan adalah menjadi bank pilihan utama di Indonesia, 
yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama 
dengan dukungan teknologi digital.
Berlandaskan dari sejarah masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang 
telah melayani berbagai segmen masyarakat Indonesia. Misi dari Bank Penerima 
Penggabungan adalah:

	 •	 Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen 
ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta untuk Bangsa dan 
Negara Indonesia secara keseluruhan;




